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LUTFI GAZALI (B11110913) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
104/Pid.Sus/2014/PN.Ban). Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai 
pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil 
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak pada 
putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng dengan memilih 
instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Bantaeng. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan 
metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Perkara Pidana 
Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan 
terdakwa H. SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI  telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut 
sejalan dengan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan 
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. 
 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa tindak pidana pecabulan secara berlanjut terhadap anak pada perkara 
pidana Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban,kurang tepat. Pertimbangan yang 
digunakan hakim cenderung terfokus kepada pelaku tindak pidana saja. Majelis 
Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu 
menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia  adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga 
negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga 
memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah 
suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat 
suatu harkat dan martabat yang di milik oleh orang dewasa pada 
umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan 
khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak 
adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin 
kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.1 
 Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat 
melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan 
yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya yang dapat di 
tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, politik, 
dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan 
seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirya 
melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindugi 
kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan 
                                                          
1 Endang Sumiarni, 2000. Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum. Universitas 




dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang 
melenggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain 
akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi 
seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana 
berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda 
 Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, droit 
dalam bahasa Perancis, recht dalam bahasa Jerman, recht dalam bahasa 
Belanda, atau dirito dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat 
disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma,baik tertulis maupun tidak 
tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan 
yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar 
akan dikenakan sanksi.2 
 Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum 
publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri 
dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum 
pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat 
ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, 
peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang 
itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat 
dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum 
pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan 
perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk 
                                                          
2Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, 
Bandung: 2003, hal.7. 
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menghukum dan menjatuhkan hukumandengan demikian ia membuat 
acara pidana. 3 Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
sebenarya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, namun pada 
kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan 
tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tesebut 
lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ad yang berhenti sampai 
pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga 
tidak sampai di proses di pengadilan.  Untuk mewujudkan keberhasilan 
penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan 
dengan kekerasan sangat di perlukan pemantapan koordinasi kerjasama 
yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-
hakim di pengadilan.  Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan 
dengan kekerasan di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus 
pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan 
hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam 
batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) 
tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang 
tepat. 
 Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai 
pencabulan anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, 
hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi 
                                                          
3 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung:2013, hal. 11 
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anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya 
tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak tidak lain adalah kemajuan 
teknologi yang sangat pesat, misalnya akses internet yang telah 
berkembang disalah gunakan. 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-
undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi 
atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak. Dengan terdapatnya perkara persetubuhan terhadap anak dimana 
hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat 
mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap 
korbannya maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara 
serius. 
Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu 
polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, 
mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan 
kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya 
bagi para pelaku tindak pidana. Di dalam penelitian ini penulis 
menitikberatkan pada penegak hukum dalam hal ini hakim, yaitu dalam 





 Dari uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk meneliti dan menulis 
skripsi perihal. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 
Secara Berlanjut Terhadap Anak” (Studi kasus putusan Nomor 
104/Pid.Sus/2014/PN.Ban). 
 
B. Rumusan Masalah  
Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini 
adalah: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam 
Putusan pidana Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap 
anak dalam Putusan nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban ? 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengertahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam 
Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut 
terhadap anak dalam Putusan nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. 
D. Manfaat Penulisan 
 Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 
yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran pada bidang Hukum Pidana dalam hal Tindak pidana 
pencabulan secara berlanjut terhadap anak . Hasil penelitian ini 
juga bermanfaat untuk menambah literatur bagi dunia akademis.  
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
dimanfaatkan  oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana 
dibidang hukum pidana, khususnya aparat kepolisian dalam 













A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, 
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).4 Tinjauan  
yuridis  berasal  dari  kata  tinjauan”  dan  “yuridis”.  Tinjauan berasal dari 
kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat 
akhiran “–an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. 
Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. 
Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan 
oleh undang-undang. 
 
Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang 





                                                          
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 





Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum 
Pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil 
yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan 
dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang 
dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana 
terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap 
pelaku tindak pidana tersebut. 
Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan 
yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan 
hukum dan undang-undang. 
Yuridis merupakan hukum baik secara tertulis maupun lisan. Yuridis 
yang tertulis diantaranya adalah undang-undang. Sedangkan, yuridis yang 
berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun 
adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika sesorang atau 
beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap 
mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh 
masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan 
sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau 
pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran 
bisa datang dari masyarakat sendiri. 
9 
 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana hukum materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian 
tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu 
delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa  
pelaku tindak pidana. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
Sebelum   membahas   mengenai   pengertian   tindak   pidana  
pencabulan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari 
tindak pidana. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum 
pidana negara Anglo-Saxon memakain istilah offense atau criminal act. 
Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. 
Dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Jerman dan 
bahasa Belanda disebut delict. Hukum pidana Belanda juga memakai 
istilah strafbaar feit. 
Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya 
disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada Wetboek 
van Strafrecht Nederland, maka para pembentuk Undang-Undang 
menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang dikenal 
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sebagai tindak pidana. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak 
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaar feit itu. 
Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang 
masing-masing memiliki arti : Straf diartikan sebagai pidana dan 
hukum. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Feit diartikan sebagai 
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.5 
Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaar feit 
tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah 
tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. 
Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya 
adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan.6 
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan 
sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam 
oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan 
syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang 
dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.7 
 
 
                                                          
5 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, 
Yogyakarta, 2012, hlm.19. 
6 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1;Stelsel Pidana, Tindak 
Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo 
Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, hlm.72. 
7 Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, Umitoha Ukhuwah Grafika, 
Makassar, hlm. 48. 
11 
 
Beberapa pengertian straftbaar feit dari para pakar hukum dari 
barat (Eropa) yakni: 
 
a. Van Hamel 
 Kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 
dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.8 
b. Hazewinkel Suringa 
Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 




Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 




                                                          
8 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-8, 
hlm. 61. 
9 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 




Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.11 
Alasan dari Simons mengemukakan bahwa strafbaar feit itu harus 
dirumuskan seperti di atas adalah karena: 
 
a. Untuk adanya suatu straafbaar feit disyaratkan bahwa disitu 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas 
kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum; 
b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan 
dengan undang-undang; 
 
c. Setiap straafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onerchtmatige 
handeling.12 
 
Beberapa pengertian straftbaar feit dari para pakar hukum dari 
Indonesia yakni: 





a. Andi Hamzah 
Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana).13 
 
b. Moeljatno 
Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan.14 
 
c. Wirjono Prodjidikoro 
Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana.15 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam 
alam lahir (dunia).16 
 
Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat 
diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya 
dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif 
dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan 
sebagai berikut. 
                                                          
13 Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72., 
Dalam, Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 19. 
14 Adami Chazawi, Loc.Cit. 
 
15 Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 
Cetakan ke-3, hlm.50., Dalam, Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis 
di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, hlm.58. 
16 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 64. 
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Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang 
berasal dan melekat pada dari pelaku termasuk segala sesuatunya 
yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana : 
 
a. Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa). 
 
b. Maksud  atau  voornemen  pada  suatu  percobaan  atau  pogging 
seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada 
delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain. 
 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan 
berencana. 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana pasal 308 KUHP. 
 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari 
pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah : 
 
1. Sifat melawan hukum. 
 
2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah 
seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan 




3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan 
sebagai suatu penyebab dengan akibat yang 
ditimbulkan dari tindakan tersebut. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
  Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat diedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut : 
 
a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam 
Buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi 
dengan ancaman pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan 
pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang 
melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan 
bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya 
membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif 
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pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan 
pelanggaran sebagai berikut : 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-
perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. 
Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di 
luar negeri yang digolongkan sebagai delik 
pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak 
perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik 
pelanggaran tidak dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak 
di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan 
atau pelanggaran. 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materiil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 
bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan 
suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil 
tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
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perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk 
selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan 
mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti 
larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh 
karena itu, sipa yang menimbulkan akibat yang dilarang 
itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu 
juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak 
bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang 
dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat 
timbulnya akibat larangan tersebut. Misalnya wujud 
membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, 
tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu 
belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa 
korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpa).  
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakaukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak 




d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan 
antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak 
pidana omisi. 
 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan 
berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini 
terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana 
yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak 
piana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan 
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan 
pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni 
berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak 
pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak 
berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu 
akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat /atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
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e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan 
tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. 
 Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopendedelicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak 
pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan 
dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang 
disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini 
dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan 
suatu keadaan yang terlarang. 
 
f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
 Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana 
yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana 
materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana 
khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar 
kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah 
pada umumya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-
delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP. 
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g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat 
dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria 
(tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
berkualitas tertentu). 
 Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan 
dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang 
bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan 
maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan 
yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh 
orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri 
(pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan 
pelayaran), dan sebagainya. 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa 
dan tindak pidana aduan. 
 Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah 
tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang 
berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana 
yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara 
perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau 
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orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 
orang yang berhak. 
 
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok 
tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang 
diperingan. 
 Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana 
tertentu yang dibentuk menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana 
atau dapat juga disebut dengan bentuk standar. 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan 
3) Dalam bentuk ringan. 
 Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan 
secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam 
rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat 
dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur 
bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi 
bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringanlan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor 
peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap 
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bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi 
lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. 
 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung 
pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu 
peraturan perundang-undangan.  
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab 
perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum 
yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini 
maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. 
Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan 
Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan 
Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum 
bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk 
kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan 
pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII 
KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan 




k) Dari  sudut  berapa  kali  perbuatan  untuk  menjadi  
suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal 
dan tindak pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku 
cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar 
tindak pisana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana 
tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana 
berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai 
dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara 
berulang.17 
C. Tindak Pidana Pencabulan 
1. Pengertian Pencabulan 
Kata  “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti 
sebagai berikut : 
“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan 
kesusilaan).” 
Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah 
segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri 
                                                          
17 Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, 




sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang 
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang 
dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau 
menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada 
mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.18 
Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian 
bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge 
Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-
laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya 
penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan 
sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. 
Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, 
misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini 
bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga 
bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.19 
Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis 
istilah tentang pencabulan, yaitu :20 
1. Exhibitionism: sengaja memamerkan kelamin kepada orang 
lain 
2. Voyeurism  :  mencium seseorang dengan bernafsu 
3. Fondling: mengelus / meraba alat kelamin seseorang 
                                                          
18 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 80 
19 Ibid. 




4. Fellato : memaksa seseorang untuk melakukan kontak 
mulut Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul 
dirumuskan  dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 
295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan 
kejahatan. Masing- masing adalah:21 
1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan; 
 
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul 
pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya 
belum 15 tahun dan lain-lain; 
 
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama 
kelamin (homo seksual); 
 
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum 
dewasa untuk melakukan atau dilakukan 
perbuatan cabul; 
 
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan 
anaknya, anak tirinya, anak di bawah 
pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-
lain; 
 
                                                          




6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan 
cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya 
yang belum dewasa, dan lain-lain; 
 
7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai 
pencarian atau kebiasaan; 
 
Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat 
juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima 
kategori, yaitu :22 
 
a.  Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh 
ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka 
dengan peran seksual sebagai orang dewasa 
b. Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) 
sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya 
emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi 
mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri 
(incest) ketika merasa tidak seimbang dengan 
istrinya. 
c. Sociopathic: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya 
dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu 
                                                          
22 Adtya Emby, http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-




tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang 
terkadang muncul. 
d.Pathological: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol 
dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah 
mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan 
sebelum waktunya (premature senile deterioration). 
 
e. Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di 
atas. 
2. Unsur Unsur Pencabulan 
Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada 
umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah 
sebagai berikut :  
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan 
istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena 
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun” 
 
Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-
unsur yang antara lain sebagai berikut: 
a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 
b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya 




dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya. 
c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh 
dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya 
mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan 
dari seorang laki-laki. 
Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan 
untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam 
Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan : 
a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.23 
Dari uraian pasal di atas, Maka unsur unsur pencabulan adalah 
 
                                                          
23 Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014, ps. 81 ayat (1) 




a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. 
b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan 
(dolus). 
c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti 
dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan.  Memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain 
untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban). 
d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan 
cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk 
menyetubuhi korbannya. 
3. Jenis Jenis Pencabulan 
Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi 
melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain 
sebagai berikut : 
a. Sadistic rape 
Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan 
agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku 
pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan 
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melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang 
mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban. 
b. Angea rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas 
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan 
geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-
akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang 
memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, 
kesulitan dan kekecewaan hidupnya 
c. Dononation rape 
Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba 
untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. 
Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti 
korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. 
d. Seduktive rape 
Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada 
mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus 
dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada 
umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh 
karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang 
menyangkut seks. 
e. Victim precipitatied rape 
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Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan 
menempatkan korban sebagai pencetusnya. 
f. Exploitation rape 
Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan 
melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki 
dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi 
wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. 
Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah 
tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya 
tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada 
pihaknya yang berwajib.24 
D.  Concursus dan Stelsel Pemidanaan 
 
Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga 
bentuk, concursus ini diatur dalam titel VI KUHP, adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) 
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) 
   3. Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP) 
 
1. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) 
 
                                                          
24  Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 
Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001.Hal. 46. 
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Concursus Idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam 
lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai 
dalam concursus idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya 
dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun, apabila ditemui kasus 
tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan 
maksimumnya sama, maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai 
pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada 
tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, 
maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana 
menurut Pasal 10 KUHP.25 
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) 
 
Perbuatan berlanjut (voortegezette handeling) terjadi apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau 
pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.26 
Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:27 
a. Harus ada satu keputusan kehendak; 
b. Masing-masing perbuatan harus sejenis; 
c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama 
                                                          






Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut 
menggunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan 
pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan 
ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.28 
3. Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP) 
 
Concursus  realis  terjadi  apabila  seseorang  melakukan  beberapa 
perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai 
suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). 
Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, 
yaitu:29 
a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 
sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan 
jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum 
terberat ditambah sepertiga. 
 
b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap 
kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 
maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. 
 
c. Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan 
sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang 
                                                          
28 Ibid, hlm.111. 
29 Ibid, hlm. 112. 
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diancamkan.Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai 
maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. 
d. Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu 
Pasal 302 Ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 
352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 
(penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 
(penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan 
pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan. 
 
e. Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran yang 
diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “Jika 
seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, 
karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada 
putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada 
pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan 
dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang 
sama”. 
E. Anak  
1. Pengertian Anak 
Anak  dipahami  sebagai  individu  yang  belum  dewasa.  Dewasa 
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, 
dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan 
generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan  
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yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, 
tidak terkecuali Indonesia. 
Pengertian anak dalam peraturan di Indonesia bersifat pluralis, 
sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yang tercantum 
dalam peraturan tersebut. Pengertian-pengertian tersebut antara lain: 
 
Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya Juveline Justice 
System mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan 
permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, 
juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk 
membahayakan orang lain.30 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak 
merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang, dialah yang turut 
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup 
bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi 
muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan 
dewasa. 
Dalam hukum Islam juga memberikan pengertian tentang anak. 
Menurut Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak 
ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki maupun 
anak perempuan. Anak dikatakan belum baliq atau belum berakal dimana  
                                                          




mereka dianggap belum cakap untuk bertindak. Seseorang dikatakan 
baliq atau dewasa jika telah memenuhi sifat dibawah ini: 
a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun. 
b. Telah keluar air mani bagi laki-laki. 
c. Telah datang bulan (haid/mestruasi) bagi perempuan. 
Sudut pandang yuridis, dimana undang-undang menyebut batas 
umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, 
yakni: 
a. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak  
sampai batas umur maksimum 16 tahun. 
b. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, 
seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun. 
c. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur  
maksimum 18 tahun 
Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak adalah bagian dari 
generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi 
dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis 
dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan 
susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.31 
                                                          
31 Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, Dinamika Perkembangan Anak dan 





Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan 
batasan pengertian tentang anak, antara lain: 
 
1) Undang-Undang tentang Sistem Pidana Peradilan anak 
Pengertian Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Pidana Peradilan Anak. 
a. Anak yang Berhadapan dengan HukumAnak yang 
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 
anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum 
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 
Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selnjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 





d. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana 
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang 
selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  
mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih 
dulu telah kawin. 
3) Undang-Undang tentang Perkawinan 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan  mengatakan,  seseorang  pria  hanya  
diizinkan  kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun. 
4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. 
5) Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 
dan belum pernah kawin. 
6) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang 
yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 
2. Kategori Anak Dibawah Umur 
Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak 
atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal 
ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah 
mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang 
antara lain sebagai berikut : 
 
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di 
kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) 
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KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak 
adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 
dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum 
dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata. 
c. Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-
undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
 
Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai 
anak tertuang pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pasal 
tersebut di atas bahwa yang di kategorikan sebagai anak ialah 
seorang yang berusia di bawah delapan belas tahun sampai 
dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai 
anak. 
d. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan 
“anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal 
tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai 
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anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum 
pernah kawin. 
e. Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak 
terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak 
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari 
penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang 
dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari 
delapan tahun sampai delapan belas tahun. 
f. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak 
tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah 
setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 
Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai 
dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum 
menikah.  
g. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Pada pasal 1 ayat (4) yanga menyebutkan “anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. 
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Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini 
ialah belum berusia delapan belas tahun. 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak 
seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan 
sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman 
tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang 
mana yang akan dipersoalkan nantinya. 
3. Anak Sebagai Korban Pencabulan 
 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, 
yang meliputi.32 
 
a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang 
yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 
KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh 
dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas
 tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar 
suka sama suka diantara mereka. 
                                                          
32 Adtya Emby, http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-






b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung 
dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang 
seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul 
dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 
lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki 
maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya. 
 
c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya 
sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang 
belum dewasa atau anak yang berada di bawah 
pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan 
oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, 
atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai 
jabatn yang strategis di pemerintahan atau instansi yang 
terkandung dalam Pasal 294 KUHP. 
b. Usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan 
tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 Jo. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat 
disimpulkan yaitu sebagai berikut :33 
a. Melarang orang melakukan pebuatan persetubuhan dengan 
anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan 
yang terkadung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang  
                                                          
33 Ibid.  
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melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan 
cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta 
mengimingimingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur 
dalam Pasal 81 ayat (2). 
b. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak 
dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, 
ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya 
dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang 
diatur dalam Pasal 82. 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : 
1. Pertimbangan Yuridis 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, 
terlebih putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar 
menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
masing. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :34 
 
                                                          
34 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan, dan Permasalahannya, (Citra Aditya Bakti: 2007), hal. 193. 
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“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap 
amar atau diktum putusan hakim.” 
  
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat 
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 
praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan 
yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti. 
Perimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non-yuridis dapat 
dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari 
lokasi kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan 
modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. 
Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung 
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dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya 
telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana 
yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah 
itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hokum. Pertimbangan yuridis 
dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek 
teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang 
ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan 
dan pertimbangan hakim, antara lain :35 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau 
penasihat hukum. 
                                                          
35 Ibid, hal 196. 
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2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang 
dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama 
persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah 
terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program 
pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain 
sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa 
belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama 
persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih 
muda dan lain sebagainya. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini 
tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
rumusannya : 
“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 




Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat 
ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan 
yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan 
hukum di Negara uni dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan 
masalah ini adalah : 
Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa 
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. 
 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat 
sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan 
demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh 
besar bagi pelaku, masyarakat dan hukum itu sendiri. Oleh karena 
49 
 
itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan 
semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima 
oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem 
pembuktian yang dipakai Indonesia, yakni hakim harus berusaha 
untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan 



















A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait 
dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis 
melakukan penelitian di Kabupaten Bantaeng. Pengumpulan data dan 
informasi terkait penulisan skripsi ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri 
Bantaeng 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan 
dalam penulisan ini, maka data yang diperoleh digolongkan ke dalam dua 
jenis yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui 
cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode 
wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 
Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara adalah pejabat dari 
instansi yang terkait dan masyarakat yang berperkara sebagai pencari 
keadilan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature,dokumen- 
dokumen serta peraturan perundang – undangan lainnya yang relevan 
dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan 
atau dokumentasi pada instansi yang terkait. 
51 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian lapangan merupakan sesuatu yang dilakukan dengan 
menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang 
berhubungan langsung dengan materi yang akan dibahas dan interview 
yang bersifat terbuka dengan pihak terkait. 
2. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang 
dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka 
yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara serta 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta 
menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi 
kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas 
dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak dalam 
Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban 
 
Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk 
menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan 
kepadanya. Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung 
dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan 
mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak 
pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam Putusan Nomor 
104/Pid.Sus/2014/PN.Ban, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi 
kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut: 
1.  Posisi Kasus  
Kasus pencabulan yang penulis teliti ini terjadi pada tahun 2013 
sampai dengan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu 
tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di 
Kompleks DDI Mattoanging Kamp. Mattoangin Kel. Lamalaka Kab. 
Bantaeng dan Kantor Kementrian Agama Jalan Andi Mannappiang Kel. 
Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan setidak-tidaknya pada 
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suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Bantaeng dengan terdakwa  H. SAHARUDDIN R., 
S.AG., M.SI. BIN RUPI dengan korbannya adalah SYAMSUL 
GUNAWAN bin NURDIN AMBO DALLE yang masih berusia 17 (tujuh 
belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0017524 
tanggal 26 Agustus 2008, KING ABDUL AZIZ bin H. MUH. BASRI yang 
masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 
: 1326/Ist/Cs-Mr/VI/Lw/1997/2006 tanggal22 Juni 2006, PURNAWAN 
DWI AHMADANA bin IBRAHIM yang berusia 16 (enam belas) tahun 
berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0043281 tanggal 12 
Desember 2008, AIDIL AKBAR alias IDUL bin JAMALUDDIN yang masih 
berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 
AL.823.0004996 tanggal 21 April 2006, JAYA KUSUMA WARDHANA 
alias JAYA bin DARMAWAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 
berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1435/CS/X/1999 tanggal 28 
Oktober 1999,HAERUL AKBAR yang masih berusia 16 (enam belas) 
tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.802.0001291 tanggal 6 
Pebruari 2006, ABDUL GAFUR yang masih berusia 15 (lima belas) 
tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0064630 tanggal 11 
Oktober 2010 dan MUH. ASRAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) 
tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0225610 tanggal 10 
Maret 2014, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubunganya sedemikian rupa 
sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa terdakwa sudah 
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beberapa kali serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan berlanjut.  
2.  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita 
acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh 
penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah 
hasil pemeriksaan dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Jaksa 
Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat 
dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk 
dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara 
Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban ini, Jaksa Penuntut Umum membuat 
dakwaan dalam model dakwaan tunggal. Adapun isi dakwaan Penuntut 
Umum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa 
H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI yang dibacakan di persidangan 
dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sebagai berikut : 
DAKWAAN : 
PERTAMA : 
Bahwa terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI pada tahun 
2013 sampai dengan September 2014 atau atau setidak-tidaknya pada 
waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di 
Kompleks DDI Mattoangin Kamp. Mattoangin Kec. Lamalaka Kab. 
Bantaeng dan Kantor Kementrian Agama Jalan Andi Manappiang Kel. 
Lembang Kec. Bantaeng Kab.Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak yakni SYAMSUL GUNAWAN bin NURDIN AMBO DALLE 
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yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran 
Nomor : AL.805.0017524 tanggal 26 Agustus 2008, KING ABDUL AZIZ 
bin H. MUH. BASRI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 
berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1326/Ist/Cs-Mr/VI/Lw/1997/2006 
tanggal 22 Juni 2006, PURNAWAN DWI AHMADANA bin IBRAHIM yang 
berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 
AL.805.0043281 tanggal 12 Desember 2008, AIDIL AKBAR alias IDUL bin 
JAMALUDDIN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan 
Akta Kelahiran NomorAL.823.0004996 tanggal 21 April 2006, JAYA 
KUSUMA WARDHANA alias JAYA bin DARMAWAN yang masih berusia 
17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 
1435/CS/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999,HAERUL AKBAR yang masih 
berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 
AL.802.0001291 tanggal 6 Pebruari 2006, ABDUL GAFUR yang masih 
berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 
AL.805.0064630 tanggal 11 Oktober 2010 dan MUH. ASRAN yangmasih 
berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 
:AL.805.0225610 tanggal 10 Maret 2014, untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada 
hubunganya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan 
berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
 
1. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit betis 
terdakwa dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
memijit betis terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha 
terdakwa lalu saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kembali meminta agar 
saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang 
kelamin terdakwa secara naik turun (mengocok) sampai tegang 
(berdiri) kemudian menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle membuka bajunya namun saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle menolak namun terdakwa membujuk saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sambil berkata bahwa 
dengan melakukannya maka saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle akan mendapat berkah karena terdakwa adalah guru 
mengaji dan guru zikir sehingga saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle kemudian membuka bajunya lalu terdakwa 
membuka celana saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
dan menyuruhnya tengkurap diatas kasur lalu terdakwa 
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memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle secara berulang kali sampai terdakwa 
mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas kasur; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan 
Agustus2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di teras rumah 
terdakwa diKompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle diminta oleh terdakwa untuk 
menjaga rumahnya lalu saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo 
Dalle tertidur diteras rumah terdakwa dan sekitar pukul 02.00 wita, 
terdakwa membangunkan saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle untuk memijit-memijit betis da mengelus-elus paha 
terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle untuk memegang kelamin terdakwa secara naik 
turun kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle membuka celana yang dipakainya kemudian 
memintanya tengkurap dengan paha lurus lalu terdakwa 
memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam 
duburnya, terdakwa telah mengeluarkan spermanya; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan Agustus 2014, setelah shalat subuh, terdakwa meminta saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membersihkan 
Puskesmas Pesantren dan saat saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle sedang membersihkan, terdakwa masuk 
kedalam puskesmas pesantren dan menyuruh saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin AmboDalle untuk tidur diatas kasur namun 
saksi Syamsul Gunawan binNurdin Ambo Dalle menolak dengan 
alasan berpuasa sunnat namun terdakwa memaksa saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membuka celananya 
dengan berkata “buka celanamu…buka celanamu…”secara 
berulang kali dengan ucapan yang keras sehingga saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle membuka celananya lalu 
terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan 
binNurdin Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwa masuk 
kedalam duburnya hanya pada sekitar paha dan pantat luar, 
terdakwa telah mengeluarkan spermanya dan membuangnya 




- Pada tanggal 28 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, 
bertempatdi Kantor Sekretariat Pimpinan Pesantren DDI 
Mattoangin, ketika saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
melewati ruangan terdakwa, terdakwa langsung memanggil saksi 
Syamsul Gunawan bin NurdinAmbo Dalle dan setelah saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin AmboDalle masuk, terdakwa 
langsung mengunci pintu dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle untuk mengelus-elus pahanya kemudian 
terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang 
kelamin terdakwa namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo 
Dalle menolak dengan alasan berpuasa nazar tetapi terdakwa 
berkata “anumi ini, ku obatiko supaya tidak berbuat seperti iniko 
juga” sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
memegang kelamin terdakwa sampai tegang lalu terdakwa 
memakai kondom kemudian menarik kepala saksi Syamsul 
Gunawan bin NurdinAmbo Dalle ke kelamin terdakwa dan 
menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk 
menghisap kelamin terdakwa; 
- Akibat perbuatan terdakwa, dubur saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle terasa gatal dan pedih berdasarkan Hasil Visum 
EtRepertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 09 Oktober 
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter 
padaRSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, 
dengan HasilPemeriksaan : keadaan tersebut diatas tidak 
ditemukan adanya tanda tanda kekerasan dan dari Hasil 
Pemeriksaan Psikologis yang dibuatdan ditandatangani oleh 
Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd,Psikolog yang menerangkan 
bahwa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengalami 
keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, 
motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang 
seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas di lingkungan 
pondok pesantren. 
 
2. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa menyuruh saksi 
Aidil Akbar alias Idul untuk memanggil saksi King Abdul Azis dan 
setelah saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa dirumahnya, 
kondisi rumah terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi King 




- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa menyuruh saksi 
Aidil Akbar alias Idul untuk memanggil saksi King Abdul Azis dan 
setelah saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa dirumahnya, 
kondisi rumah terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi King 
AbdulAziz membuka pintu rumah terdakwa sambil berteriak “ustas” 
lalu kurang lebih 5 (lima) menit namun kelamin saksi King Abdul 
Azis tidak tegang (berdiri) sehingga terdakwa berkata “mati lasoko 
ini King,pake mi lagi celanamu baru keluar mako dari rumah dan 
janganko Tanya orang-orang kalau saya sudah obatiko karena kau 
tonji yang kukasi begini” lalu saksi King Abdul Azis keluar dari 
rumah terdakwa; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi King Abdul Azis merasa 
tertekan danHasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-
BTG/X/2014 tanggal 10Nopember 2014 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Erwin. S.SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. 
H. M. Anwar Makkatutu Kab.Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan : 
keadaan tersebut diatas tidak ditemukan adanya tanda-tanda 
kekerasan dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, 
Psikolog yang menerangkan bahwa saksi King Abdul Azis 
mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan rasa takut,cemas 
yang mendalam sehingga motivasi belajar kurang dan 
perasaanyang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk 
melakukan aktivitas dilingkungan pondok pesantren. 
 
3. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kamar Pembina 
pondok reformasi di Kompleks pesantren DDI Mattoangin, terdakwa 
meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk datang 
ke kamar Pembina pondok reformasi dan setelah saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada di dalam kamar Pembina 
pondok reformasi, terdakwa langsung menutup pintu dan berbaring 
diatas tempat tidur lalu meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana 
bin Ibrahim duduk diatas tempat tidur dan memijit terdakwa lalu 
setelah lima menit memijit terdakwa, terdakwa meminta saksi 
Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mengelus-elus paha 
dan memegang kelamin terdakwa namun saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim menolaknya dan berkata “saya tidak mau 
ustas” lalu terdakwa berkata “saya beri kamu dua pilihan, yang 
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pertama kalau kau mau pegang, silahkan pegang sekarang tidak 
pakai lama supaya saya cepat tidur, yang kedua kalau kau tidak 
mau lakukan, silahkan tinggalkan tempat ini sekarang tapi satu hal 
yang kau ingat kalau kau ada urusan atau masalah sekolahmu 
jangan berani kau sebut nama saya” akhirnya saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannya naik turun sampai sekitar lima menit lamanya 
kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin 
Ibrahim untuk pulang kembali ke asrama melalui pintu belakang; 
- Sebulan kemudian setelah kejadian pertama, masih ditahun 2013, 
terdakwa menyuruh saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
untuk datang kerumah terdakwa dan ketika saksi Purnawan Dwi 
Ahmadanabin Ibrahim berada didalam kamar rumah terdakwa, 
terdakwa memintasaksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik 
turun lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin 
Ibrahim untuk menghisap kelamin terdakwa namun saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya sehingga terdakwa 
memegang sendiri kelaminnya dan menggerakkannya naik turun 
sampai mengeluarkan sperma disarungsaksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim kemudian terdakwa meminta saksi 
Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mandi dan kembali ke 
asrama; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanJuli 2014, terdakwa kembali memanggil saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina reformasi 
dansaat saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada 
didalam kamar tersebut, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana binIbrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan 
sperma lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin 
Ibrahim untuk kembali keasrama; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanAgustus 2014, terdakwa kembali memanggil saksi untuk 
datang kekamar Pembina reformasi pondok pesantren dan setelah 
saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar 
tersebut,terdakwa kemudian meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelaminnya dan 
menggerakannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan 




- Saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menuruti perintah 
terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana bin Ibrahim bahwa untuk penyembuhan terhadap 
diri saksiPurnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dan akan diberi 
berkah; 
- Akibat perbuatan terdakwa, kondisi psikologis saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim dalam keadaan tertekan karena 
pelecehanseksual yang dialaminya sebanyak empat kali, merasa 
trauma, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak 
aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di 
lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, 
Psikolog. 
 
4. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ustas Ilyas 
mendatangi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin dan 
memintanya untuk kerumah terdakwa lalu saksi Aidil Akbar alias 
Idul bin Jamaluddin mendatangi rumah terdakwa dan memijit betis 
terdakwa kemudian terdakwa berkata “tidak keraski caramu lebih 
baik elus-elus mami pahaku” lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin 
Jamaluddin kemudian mengelus-elus paha terdakwa dan terdakwa 
kembali menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin untuk 
memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sehingga 
saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengikuti kemauan 
terdakwa dengan memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannya naik turun selama kurang lebih lima menit lalu 
terdakwa berkata “tidak enak caramu, panggil santri lain yang 
bernama Jaya Kusuma” sehingga saksi berhenti memegang 
kelamin terdakwa dan memanggil saksi Jaya Kusuma;  
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Aidil Akbar alias Idul bin 
Jamaluddin mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan trauma 
mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang 
tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan 
aktivitas dilingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan 
Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, 
S.Psi, M.Pd,Psikolog; 
 
5. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan Juni 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks 
Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Jaya Kusuma Wardana 
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alias Jaya bin Darmawan sedamg tidur diasrama lalu terdakwa 
datang dan membangunkannya untuk menemani terdakwa tidur 
dirumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuju rumah 
terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan membentangkan kasur 
diruang tengah lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa 
kemudian saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
memijit terdakwa dan tertidur saat memijit terdakwa lalu terdakwa 
membangunkan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan dan memintanya kembali memijit betis terdakwa lalu 
meminta untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha 
terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Jaya Kusuma Wardana 
alias Jaya bin Darmawan “kamu sering onani ?” lalu dijawab oleh 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” dan 
terdakwa bertanya kembali “apakah kamu pernah tidur dengan 
bencong” dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan menjawab “tidak” namun terdakwa memaksa saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengakui 
pernah tidur dengan bencong dan tangan terdakwa saat itu sudah 
memegang kelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan lalu terdakwa berkata dikelamin saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan ada tanda pernah dipegang 
oleh bencong kemudian terdakwa menggerakkan tangannya naik 
turun dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan hingga mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengambil 
air kemudian membacakan doa dan menyerahkan air tersebut 
kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
untuk diminum dan setelah saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya 
bin Darmawan meminum air tersebut, terdakwa meminta saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk 
mempraktekkannya ke terdakwa saat saksi Jaya Kusuma Wardana 
alias Jaya bin Darmawan onani namun saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan menolak sehingga terdakwa 
berkata “saya yang suruh sebagai gurumu kalau tidak mau keluar 
dari rumah” dengan suara yang keras dan karena ketakutan maka 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memegang 
kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun 
terdakwa kembali berkata “lemah ini kalau tangan, tidak berkhasiat” 
lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk memasukkan kelamin terdakwa kedalam mulut 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuruti 
kemauan terdakwa karena sudah ketakutan lalu terdakwa 
menggerakkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma 
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Wardana alias Jaya bin Darmawan sampai terdakwa mengeluarkan 
sperma dan meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk menelan sperma terdakwa namun saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya karena 
merasa jijik kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk berwudhu lalu tidur;  
-Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanAgustus 2014, siang hari, bertempat di Kantor/ruangan 
terdakwa diKompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi yang 
sedang bercerita dengan teman-temannya kemudian diminta 
datang ke ruangan terdakwa, dan ketika saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, 
terdakwa berkata “tidak belajarjako” dan dijawab oleh saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “tidakji” kemudian 
terdakwa berkata “mau jako pijitka” dan dijawab oleh saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan“iya” lalu saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan kemudian memijit betis 
terdakwa dengan posisi terdakwa berada diatas kursi dan saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan duduk dilantai 
lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya 
bin Darmawan untuk membersihkan ruangan terdakwa dan 
terdakwa keluar dari ruangan dan kembali sambil membawa baliho 
bekas untuk dipakai tidur lalu terdakwa membuka celana 
panjangnya dan hanya memakai celana pendek kemudian 
terdakwa kembali menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa setelah itu menyuruh 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk 
mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa selanjutnya 
terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk memasukkan mulutnya kedalam kelamin 
terdakwa namun saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan menolaknya sehingga terdakwa memegang kepala 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan 
memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik 
turun dengan posisi saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan jongkok dan terdakwa dalam posisi duduk, kemudian 
terdakwa mengganti posisinya dengan berbaring dan saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan juga berbaring namun 
berbalik arah sambil memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan 
menggerakkannya naik turun sampai mengeluarkan sperma lalu 
terdakwa memakai celananya dan tidur sambil saksi Jaya Kusuma 
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Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa sampai 
selesai waktu Ashar; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan September 2014, saat shalat subuh, bertempat di 
kantor/ruangan terdakwa di kompleks pesantren DDI Mattoangin, 
terdakwa mendapati saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan tidak melaksanakan shalat subuh lalu terdakwa 
menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
keruangan terdakwa dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa meminta 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk 
membentangkan baliho yang tersimpan diruang kerja terdakwa lalu 
terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk memijitnya kemudian pada saat saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa, 
terdakwa melonggarkan sarungnya dan meminta agar saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha 
terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak menolaknya 
karena merasa ketakutan, kemudian terdakwa menyuruh saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menghisap 
kelamin terdakwa dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan kembali tidak menolak karena ketakutan sampai 
terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa meminta 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk 
meninggalkan ruangannya setelah 15 (lima belas) menit terdakwa 
keluar dari ruangan tersebut dan apabila ada yang bertanya maka 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan harus 
menjawab bahwa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan telah membersihkan ruangan terdakwa; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan mengalami perasaan yang tertekan dan 
trauma yang mendalam (merasa jijik dengan air ludah sendiri akibat 
oral sex yang dialaminya) rasa takut dan merasa tidak aman sesuai 
Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog dan adanya Hasil Visum Et 
RepertumNomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 
2014 yangdibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter 
pada RSUDProf. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, 
dengan HasilPemeriksaan : keadaan tersebut diatas tidak 




6. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan September 2014, bertempat di Kantor Kementrian Agama, 
ketika saksi Haerul Akbar sedang berada di pesantren, dating 
seorang santri yang memberitahukan kepada saksi Haerul Akbar 
bahwa terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk datang ke 
Kantor Kementrian Agama, lalu saksi Haerul Akbar kemudian 
berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah 
bertemu dengan terdakwa yang sedang berada diruangannya, 
saksi Haerul Akbar tertanya “kenapaki ustas” dan dijawab oleh 
terdakwa “silahkan duduk, tunggu sebentar” lalu terdakwa 
kebelakang lemari dan langsung tidur kemudian terdakwa 
memanggil saksi Haerul Akbar dan saat saksi Haerul Akbar berada 
didekat terdakwa, terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk 
memijit terdakwa pada bagian paha dan saat saksi Haerul Akbar 
memijit terdakwa pada bagian pahanya, terdakwa kembali 
menyuruh saksi haerul Akbar untuk memijit kelamin terdakwa dan 
saksi Haerul Akbar menolaknya dan berkata “ustas janganki” dan 
terdakwa berkata “pijit dan pegang saja, saya yang suruh” namun 
saksi Haerul Akbar tetap menolaknya lalu terdakwa berkata “jangan 
takut, saya yang suruh” dan karena saksi Haerul Akbar merasa 
ketakutan karena terdakwa adalah gurunya sehingga saksi Haerul 
Akbar menuruti kemauan terdakwa dan memegang kelamin 
terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 
(sepuluh) menit dan setelah kelamin terdakwa berdiri dan 
mengeras, terdakwa menyuruh saksi Haerul Akbar untuk berhenti 
dan memintanya untuk kembali memijit betis terdakwa kemudian 
menyuruh saksi Haerul Akbar untuk kembali ke asrama; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Haerul Akbar mengalami 
perasaanyang tertekan, perasaan trauma yang mendalam dan rasa 
takut sertamerasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis 
yang dibuatdan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, 
Psikologtanggal 21 Oktober 2014. 
 
7. Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren 
DDI Mattoangin, terdakwa melalui Pembina pondok meminta saksi 
Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk datang kerumahnya, 
kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mendatangi 
rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Abdul 
Gafur alias Afu bin Rahman bertanya “kenapaki haji” lalu dijawab 
oleh terdakwa “pijit-pijit dulu betisku karena sakitki ini betisku” 
kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memijit betis 
terdakwa selama kurang lebih satu jam dan saksi Abdul Gafur alias 
Afu bin Rahman sudah merasa capek sehingga berhenti memijit 
terdakwa lalu terdakwa berkata “kenapako berhenti Gafur” dan 
dijawab oleh saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman “sakitki 
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tanganku ustas” lalu terdakwa berkata “kalau begitu sapu-sapu 
pahaku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman 
mengelus-elus paha terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) 
menit lalu terdakwa berkata “naik-naik sedikit usapannya” kemudian 
saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengusap-usap paha 
terdakwa dan secara tidak sengaja menyentuh kelamin terdakwa, 
lalu terdakwa berkata “pasti ada maksudmu, mau kau kocok alat 
kelaminku” dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab 
“tidak ada maksudku seperti itu ustas” lalu terdakwa berkata 
“pegangmi, janganmi malu-malu” dan saksi Abdul Gafur alias Afu 
bin Rahman menjawab “tidak pernahka saya begini ustas, karena 
mauka mendaftar tentara pak ustas” namun terdakwa terus 
mendesak saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sambil berkata 
“pegangmi…pegangmi…janganmi malu-malu” namun saksi Abdul 
Gafur alias Afu bin Rahman tetap menolak kemudian terdakwa 
mengancam tidak akan meluluskan saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak 
memegang kelamin terdakwa, karena saksi Abdul Gafur alias Afu 
bin Rahman takut tidak lulus maka saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik 
turun sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa berkata 
“jangan bilang-bilang sama siapa-siapa karena ini adalah 
pengobatan” lalu terdakwa memakai celana panjangnya dan saksi 
Abdul Gafur alias Afu bin Rahman kembali memijit betis terdakwa 
sampai terdakwa tertidur dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman meninggalkan kamar terdakwa; 
 
8. - Bahwa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terdakwa memaksa 
saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk memegang dan 
menggerakkan kelamin terdakwa secara naik turun sampai 
mengeluarkan sperma dan apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman menolak maka terdakwa mengancam saksi Abdul Gafur 
alias Afu bin Rahman tidak lulus ujian; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman mengalami kondisi tertekan karena kejadian pelecehan 
seksual selama tujuh hari berturut-turut yang dialaminya dan 
kondisi tersebut menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, 
motivasi belajar kurangdan perasaan yang tidak aman yang sering 
kali membatasinya untukmelakukan aktivitas di lingkungan pondok 
pesantren sesuai HasilPemeriksaan Psikologi tanggal 21 Oktober 
2014 yang dibuat danditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, 
M.Pd, Psikolog. 
 
9. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
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di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ilyas 
membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya 
kerumah terdakwa, setelah saksi Muh. Asran bin Askar sampai 
dirumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar 
untuk memijit betis terdakwa lalu saksi Muh. Asran bin Askar 
memijit betis terdakwa sampai saksi Muh. Asran bin Askar tertidur 
dan sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Muh. 
Asran bin Askar dan memintanya masuk kedalam kamar kemudian 
saksi Muh. Asran bin Askar ikut masuk dengan terdakwa kedalam 
kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar duduk 
disebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa bertanya “apa 
maksud anda memegang alat kemaluan saya tadi” lalu saksi Muh. 
Asran bin Askar menjawab “saya tidak sengaja karena pada saat 
saya disuruh oleh ustas memijat paha paling atas dan tersentuh 
oleh tangan saya” kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi 
Muh. Asran bin Askar untuk memijit dan mengelus-elus paha 
terdakwa dan saat saksi Muh. Asran bin Askar mengelus-elus paha 
terdakwa, terdakwa kemudian meminta saksi Muh. Asran bin Askar 
untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik 
turun namun saksi Muh. Asran bin Askar menolak sambil berkata 
“jangan ustas” dan terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau 
menggerakkan tangan kamu naik turun maka saya akan 
mengumumkan di mesjid bahwa saudara Asran telah memegang 
kemaluan saya” sehingga saksi Muh. Asran bin Askar bersedia 
memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun 
selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa 
meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk berhenti dan 
memintanya kembali ke asrama; 
-  Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Asran bin Askar 
mengalamiperasaan yang tertekan dan menimbulkan kecemasan 
terhadaplingkungan, rasa takut dan rasa berbeda dari teman-
temannyaberdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 21 
Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, 
S.Psi, M.Pd,Psikolog. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan 
Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 
ATAU 
KEDUA : 
Bahwa terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI pada 
tahun2013 sampai dengan September 2014 atau atau setidak-tidaknya 
pada waktutertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 
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bertempat di Kompleks DDI Mattoangin Kamp. Mattoangin Kel. Lamalaka 
Kab. Bantaeng dan Kantor Kementrian Agama Jalan Andi Manappiang 
Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab.Bantaeng atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili 
perkaranya, telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesame 
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 
dewasa, dimana perbuatan tersebut ada hubunganya sedemikian rupa 
sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 
1. -Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit betis 
terdakwa dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
Disclaimer K memijit betis terdakwa, terdakwa kembali meminta 
agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-
elus paha terdakwa lalu saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kembali 
meminta agar saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
memegang kelamin terdakwa secara naik turun (mengocok) sampai 
tegang (berdiri) kemudian menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle membuka bajunya namun saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak namun terdakwa 
membujuk saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sambil 
berkata bahwa dengan melakukannya maka saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle akan mendapat berkah karena 
terdakwa adalah guru mengaji dan guru zikir sehingga saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle kemudian membuka 
bajunya lalu terdakwa membuka celana saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle dan menyuruhnya tengkurap diatas kasur 
lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle secara berulang kali 
sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya 
diatas kasur; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanAgustus 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di teras 
rumahterdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi 
SyamsulGunawan bin Nurdin Ambo Dalle diminta oleh terdakwa 
untuk menjagarumahnya lalu saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle tertidurditeras rumah terdakwa dan sekitar pukul 02.00 
wita, terdakwamembangunkan saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle danmemnyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
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Ambo Dalle untukmemijit memijit betis da mengelus-elus paha 
terdakwa lalu terdakwameminta saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle untukmemegang kelamin terdakwa secara naik 
turun kemudian terdakwameminta saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle membukacelana yang dipakainya kemudian 
memintanya tengkurap dengan pahalurus lalu terdakwa 
memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksiSyamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle belum merasakan kelamin terdakwamasuk kedalam 
duburnya, terdakwa telah mengeluarkan spermanya; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanAgustus 2014, setelah shalat subuh, terdakwa meminta saksi 
SyamsulGunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membersihkan 
PuskesmasPesantren dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dallesedang membersihkan, terdakwa masuk kedalam 
puskesmas pesantren dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin AmboDalle untuk tidur diatas kasur namun saksi Syamsul 
Gunawan binNurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa 
sunnat namun terdakwa memaksa saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalleuntuk membuka celananya dengan berkata 
“buka celanamu…bukacelanamu…”secara berulang kali dengan 
ucapan yang keras sehinggasaksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle membuka celananyalalu terdakwa memasukkan 
kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
belum merasakan kelamin terdakwa masuk kedalam duburnya 
hanya pada sekitar paha dan pantat luar, terdakwa telah 
mengeluarkan spermanya dan membuangnya dengan 
menggunakan tissue yang tersedia di puskesmas pesantren; 
- Pada tanggal 28 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, 
bertempatdi Kantor Sekretariat Pimpinan Pesantren DDI 
Mattoangin, ketika saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
melewati ruangan terdakwa,terdakwa langsung memanggil saksi 
Syamsul Gunawan bin NurdinAmbo Dalle dan setelah saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle masuk, terdakwa 
langsung mengunci pintu dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle untuk mengelus-elus pahanya kemudian 
terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang 
kelamin terdakwa namun saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo 
Dalle menolak dengan alasan berpuasa nazar tetapi terdakwa 
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berkata “anumi ini, ku obatiko supaya tidak berbuat seperti iniko 
juga” sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
memegang kelamin terdakwa sampai tegang lalu terdakwa 
memakai kondom kemudian menarik kepala saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle ke kelamin terdakwa dan 
menyuruh saksi Syamsu lGunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk 
menghisap kelamin terdakwa; 
- Akibat perbuatan terdakwa, dubur saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle terasa gatal dan pedih berdasarkan Hasil Visum 
EtRepertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 09 Oktober 
2014yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter 
pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, 
dengan HasilPemeriksaan : keadaan tersebut diatas tidak 
ditemukan adanya tanda tanda kekerasan dan dari Hasil 
Pemeriksaan Psikologis yang dibuatdan ditandatangani oleh 
Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd,Psikolog yang menerangkan 
bahwa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengalami 
keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, 
motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang 
seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan 
pondok pesantren. 
 
2. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa menyuruh saksi 
Aidil Akbar alias Idul untuk memanggil saksi King Abdul Azis dan 
setelah saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa dirumahnya, 
kondisi rumah terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi King 
Abdul Aziz membuka pintu rumah terdakwa sambil berteriak “ustas” 
lalu terdakwa berkata “siniko” sehingga saksi King Abdul Azis 
mendatangi terdakwa yang telah tengkurap dan saksi King Abdul 
Aziz duduk disamping kanan terdakwa dan memijit terdakwa 
setelah terdakwa berkata “King pijit-pijit betisku” kemudian sekitar 
20 (dua puluh) menit saksi King Abdul Azis memijit terdakwa, 
terdakwa membalikkan badannya dan meminta saksi King Abdul 
Aziz untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi King Abdul 
Azis mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa berkata “sudahko lagi 
onani king toh” dan dijawab oleh saksi King Abdul Azis “tidak ustas” 
lalu terdakwa berkata kembali “ah bilang mako king kalo sudahko 
lagi onani, saya tau ada jinku yang tanyaka” akhirnya saksi King 
Abdul Azis mengiyakan perkataan terdakwa kemudian terdakwa 
meminta saksi King Abdul Azis untuk memasukkan tangannya 
kedalam kelamin terdakwa dan berkata “pegangki kelaminku” 
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namun saksi King Abdul Azis menolak tetapi terdakwa langsung 
menarik tangan saksi King Abdul Azis dan membawanya ke 
kelamin terdakwa lalu terdakwa berkata “lakukanmi, kocokmi lasoku 
nak, saya obatiko ini supaya berhentiko onani” sehingga saksi King 
Abdul Azis memegang dan mengocok kelamin terdakwa secara 
naik turun kemudian terdakwa berkata “mauko dapat barakka 
(berkah) King ? dari Gurumu nak, Isapki King” namun saksi King 
Abdul Azis menolak sehingga terdakwa menarik kepala saksi King 
Abdul Azis ke kelamin terdakwa kemudian saksi King Abdul Azis 
menghisap kelamin terdakwa sebanyak satu kali lalu saksi King 
Abdul Azis berhenti menghisap kelamin terdakwa dan berkata 
“tidak bisaka ustas untuk isap lasota” kemudian terdakwa meminta 
saksi King Abdul Azis untuk tidur disamping terdakwa dengan 
berkata “tidurko disampingku sini King, kuobatiko” lalu saksi King 
Abdul Azis kemudian tidur disamping terdakwa kemudian terdakwa 
meminta saksi King Abdul Azis untuk membuka celana yang 
dipakainya dengan berkata “King buka celanamu” dan dijawab oleh 
saksi King Abdul Azis “jangan miki ustas” namun terdakwa 
langsung membuka celana saksi King Abdul Azis yang hanya 
menggunakan celana bola sampai batas lutut saksi King Abdul Azis 
lalu terdakwa memegang kelamin saksi King Abdul Azis dan 
mengocoknya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit namun 
kelamin saksi King Abdul Azis tidak tegang (berdiri) sehingga 
terdakwa berkata “mati lasoko ini King, pake mi lagi celanamu baru 
keluar mako dari rumah dan janganko Tanya orang-orang kalau 
saya sudah obatiko karena kau tonji yang kukasi begini” lalu saksi 
King Abdul Azis keluar darirumah terdakwa; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi King Abdul Azis merasa 
tertekan danHasil Visum Et Repertum Nomor : 854/RSU-
BTG/X/2014 tanggal 10Nopember 2014 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Erwin. S.SPB, dokter pada RSUD Prof. Dr. 
H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan 
: keadaan tersebut diatas tidakditemukan adanya tanda-tanda 
kekerasan dan dari Hasil PemeriksaanPsikologis yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Psikolog Leny EkoPrihati, S.Psi, M.Pd, 
Psikolog yang menerangkan bahwa saksi KingAbdul Azis 
mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan rasa takut,cemas 
yang mendalam sehingga motivasi belajar kurang dan 
perasaanyang tidak aman yang seringkali membatasinya untuk 
melakukanaktivitas dilingkungan pondok pesantren. 
 
3. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kamar Pembina 
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pondok reformasi di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, 
terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
untuk dating ke kamar Pembina pondok reformasi dan setelah saksi 
Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada di dalam kamar 
Pembina pondok reformasi, terdakwa langsung menutup pintu dan 
berbaring diatas tempat tidur lalu meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim duduk diatas tempat tidur dan memijit 
terdakwa lalu setelah lima menit memijit terdakwa, terdakwa 
meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk 
mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa namun 
saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya dan 
berkata “saya tidak mau ustas” lalu terdakwa berkata “saya beri 
kamu dua pilihan, yang pertama kalau kau mau pegang, silahkan 
pegang sekarang tidak pakai lama supaya saya cepat tidur, yang 
kedua kalau kau tidak mau lakukan, silahkan tinggalkan tempat ini 
sekarang tapi satu hal yang kau ingat kalau kau ada urusan atau 
masalah sekolahmu jangan berani kau sebut nama saya” akhirnya 
saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim memegang kelamin 
terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sekitar lima 
menit lamanyakemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim untuk pulang kembali ke asrama melalui 
pintu belakang;  
- Sebulan kemudian setelah kejadian pertama, masih ditahun 2013, 
terdakwa menyuruh saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
untuk datang kerumah terdakwa dan ketika saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar rumah terdakwa, 
terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik 
turun lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin 
Ibrahim untuk menghisap kelamin terdakwa namun saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya sehingga terdakwa 
memegang sendiri kelaminnya dan menggerakkannya naik turun 
sampai mengeluarkan sperma disarung saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim kemudian terdakwa meminta saksi 
Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mandi dan kembali ke 
asrama;  
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan Juli 2014, terdakwa kembali memanggil saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina reformasi 
dansaat saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada 
didalam kamar tersebut, terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan 
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sperma lalu terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin  
Ibrahim untuk kembali ke asrama; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan Agustus 2014, terdakwa kembali memanggil saksi untuk 
datang ke kamar Pembina reformasi pondok pesantren dan setelah 
saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar 
tersebut, terdakwa kemudian meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim untuk memegang kelaminnya dan 
menggerakannya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan 
sperma kemudian saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
kembali keasrama; 
- Saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menuruti perintah 
terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana bin Ibrahim bahwa untuk penyembuhan terhadap 
diri saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dan akan diberi 
berkah; 
- Akibat perbuatan terdakwa, kondisi psikologis saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana bin Ibrahim dalam keadaan tertekan karena 
pelecehan seksual yang dialaminya sebanyak empat kali, merasa 
trauma, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang 
tidak aman yang sering kali membatasinya untuk melakukan 
aktivitas di lingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan 
Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, 
S.Psi, M.Pd, Psikolog.  
 
4. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ustas Ilyas 
mendatangi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin dan 
memintanya untuk kerumah terdakwa lalu saksi Aidil Akbar alias 
Idul bin Jamaluddin mendatangi rumah terdakwa dan memijit betis 
terdakwa kemudian terdakwa berkata “tidak keraski caramu lebih 
baik elus-elus mami pahaku” lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin 
Jamaluddin kemudian mengelus-elus paha terdakwa dan terdakwa 
kembali menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin untuk 
memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sehingga 
saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengikuti kemauan 
terdakwa dengan memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannya naik turun selama kurang lebih lima menit lalu 
terdakwa berkata “tidak enak caramu, panggil santri lain yang 
bernama Jaya Kusuma” sehingga saksi berhenti memegang 
kelamin terdakwa dan memanggil saksi Jaya Kusuma; 
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- Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Aidil Akbar alias Idul 
binJamaluddin mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan 
traumamendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan 
yang tidakaman yang seringkali membatasinya untuk melakukan 
aktivitasdilingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan 
Psikologisyang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, 
S.Psi, M.Pd,Psikolog; 
 
5. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan Juni 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks 
Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Jaya Kusuma Wardana 
alias Jaya bin Darmawan sedamg tidur diasrama lalu terdakwa 
datang dan membangunkannya untuk menemani terdakwa tidur 
dirumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuju rumah 
terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan membentangkan kasur 
diruang tengah lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa 
kemudian saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
memijit terdakwa dan tertidur saat memijit terdakwa lalu terdakwa 
membangunkan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan dan memintanya kembali memijit betis terdakwa lalu 
meminta untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha 
terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Jaya Kusuma Wardana 
alias Jaya bin Darmawan “kamu sering onani ?” lalu dijawab oleh 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” dan 
terdakwa bertanya kembali “apakah kamu pernah tidur dengan 
bencong” dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan menjawab “tidak” namun terdakwa memaksa saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengakui 
pernah tidur dengan bencong dan tangan terdakwa saat itu sudah 
memegang kelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan lalu terdakwa berkata dikelamin saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan ada tanda pernah dipegang 
oleh bencong kemudian terdakwa menggerakkan tangannya naik 
turun dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan hingga mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengambil 
air kemudian membacakan doa dan menyerahkan air tersebut 
kepada saksi Jaya Kusuma Wardanaalias Jaya bin Darmawan 
untuk diminum dan setelah saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya 
bin Darmawan meminum air tersebut, terdakwa meminta saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk 
mempraktekkannya ke terdakwa saat saksi Jaya Kusuma Wardana 
74 
 
alias Jaya bin Darmawan onani namun saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan menolak sehingga terdakwa 
berkata “saya yang suruh sebagai gurumu kalau tidak mau keluar 
dari rumah” dengan suara yang keras dan karena ketakutan maka 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memegang 
kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun 
terdakwa kembali berkata “lemah ini kalau tangan, tidak berkhasiat” 
lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk memasukkan kelamin terdakwa kedalam mulut 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuruti 
kemauan terdakwa karena sudah ketakutan lalu terdakwa 
menggerakkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan sampai terdakwa mengeluarkan 
sperma dan meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk menelan sperma terdakwa namun saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya karena 
merasa jijik kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk berwudhu lalu tidur; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan Agustus 2014, siang hari, bertempat di Kantor/ruangan 
terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi yang 
sedang bercerita dengan teman-temannya kemudian diminta 
datang ke ruangan terdakwa, dan ketika saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya binDarmawan berada diruangan terdakwa, 
terdakwa berkata “tidak belajarjako” dan dijawab oleh saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya binDarmawan “tidakji” kemudian 
terdakwa berkata “mau jako pijitka” dandijawab oleh saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan“iya” lalu saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawankemudian memijit betis 
terdakwa dengan posisi terdakwa berada diatas kursi dan saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan duduk  dilantai 
lalu terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias  Jaya 
bin Darmawan untuk membersihkan ruangan terdakwa dan 
terdakwa keluar dari ruangan dan kembali sambil membawa 
balihobekas untuk dipakai tidur lalu terdakwa membuka celana 
panjangnyadan hanya memakai celana pendek kemudian terdakwa 
kembalimenyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk memijit terdakwa setelah itu menyuruh saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengelus-elus 
paha dan memegang kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa 
menyuruh saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
untuk memasukkan mulutnya kedalam kelamin terdakwa namun 
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saksi Jaya KusumaWardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya 
sehingga terdakwa memegang kepala saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan dan memasukkan kelaminnya 
kedalam mulut saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan dan menggerakkannya naik turun dengan posisi saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan jongkok dan 
terdakwa dalam posisi duduk, kemudian terdakwa mengganti 
posisinya dengan berbaring dan saksi JayaKusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan juga berbaring namun berbalik arah sambil 
memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksiJaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan dan menggerakkannya naik 
turun sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa memakai 
celananya dan tidur sambil saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya 
bin Darmawan memijit betis terdakwa sampaiselesai waktu Ashar; 
- Pada bulan September 2014, saat shalat subuh, bertempat di 
kantor/ruangan terdakwa di kompleks pesantren DDI Mattoangin, 
terdakwa mendapati saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan tidak melaksanakan shalat subuh lalu terdakwa 
menyuruh saksi JayaKusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
keruangan terdakwa danketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa meminta 
saksi Jaya Kusuma Wardanaalias Jaya bin Darmawan untuk 
membentangkan baliho yang tersimpan diruang kerja terdakwa lalu 
terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk memijitnya kemudian padasaat saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijit betis terdakwa, 
terdakwa melonggarkan sarungnya dan meminta agarsaksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha 
terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak menolaknya 
karena merasa ketakutan, kemudian terdakwa menyuruh saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk menghisap 
kelamin terdakwadan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan kembali tidak menolak karena ketakutan sampai 
terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian terdakwa meminta 
saksi Jaya Kusuma Wardanaalias Jaya bin Darmawan untuk 
meninggalkan ruangannya setelah 15(lima belas) menit terdakwa 
keluar dari ruangan tersebut dan apabila ada yang bertanya maka 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan harus 
menjawab bahwa saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan telah membersihkan ruangan terdakwa; 
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- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan mengalami perasaan yang tertekan dan 
trauma yang mendalam (merasa jijik dengan air ludah sendiri akibat 
oral sex yangdialaminya) rasa takut dan merasa tidak aman sesuai 
HasilPemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Leny EkoPrihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog dan adanya Hasil Visum Et 
RepertumNomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 
2014 yangdibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter 
pada RSUDProf. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, 
dengan HasilPemeriksaan : keadaan tersebut diatas tidak 
ditemukan adanya tandatandakekerasan. 
 
6. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan September 2014, bertempat di Kantor Kementrian Agama, 
ketika saksi Haerul Akbar sedang berada dipesantren, datang 
seorang santri yang memberitahukan kepada saksi Haerul Akbar 
bahwa terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk datang ke 
Kantor Kementrian Agama, lalu saksi Haerul Akbar kemudian 
berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah 
bertemu dengan terdakwa yang sedang berada diruangannya, 
saksi Haerul Akbar tertanya “kenapaki ustas” dan dijawab oleh 
terdakwa “silahkan duduk, tunggu sebentar” lalu terdakwa 
kebelakang lemari dan langsung tidur kemudian terdakwa 
memanggil saksi Haerul Akbar dan saat saksi Haerul Akbar berada 
didekat terdakwa, terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk 
memijit terdakwa pada bagian paha dan saat saksi Haerul Akbar 
memijit terdakwa pada bagian pahanya, terdakwa kembali 
menyuruh saksi haerul Akbar untuk memijit kelamin terdakwa dan 
saksi Haerul Akbar menolaknya dan berkata “ustas janganki” dan 
terdakwa berkata “pijit dan pegang saja, saya yang suruh” namun 
saksi Haerul Akbar tetap menolaknya lalu terdakwa berkata “jangan 
takut, saya yang suruh” dan karena saksi Haerul Akbar merasa 
ketakutan karena terdakwa adalah gurunya sehingga saksi Haerul 
Akbar menuruti kemauan terdakwa dan memegang kelamin 
terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 
(sepuluh) menit dan setelah kelamin terdakwa berdiri dan 
mengeras, terdakwa menyuruh saksi Haerul Akbar untuk berhenti 
dan memintanya untuk kembali memijit betis terdakwa kemudian 
menyuruh saksi Haerul Akbar untuk kembali ke asrama; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Haerul Akbar mengalami 
perasaanyang tertekan, perasaan trauma yang mendalam dan rasa 
takut sertamerasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis 
yang dibuatdan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, 




7. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren 
DDI Mattoangin, terdakwa melalui Pembina pondok meminta saksi 
Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk datang kerumahnya, 
kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mendatangi 
rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Abdul 
Gafur alias Afu bin Rahman bertanya “kenapaki haji” lalu dijawab 
oleh terdakwa “pijit-pijit dulu betisku karena sakitki ini betisku” 
kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memijit betis 
terdakwa selama kurang lebih satu jam dan saksi Abdul Gafur alias 
Afu bin Rahman sudah merasa capek sehingga berhenti memijit 
terdakwa lalu terdakwa berkata “kenapako berhenti Gafur” dan 
dijawab oleh saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman “sakitki 
tanganku ustas” lalu terdakwa berkata “kalau begitu sapu-sapu 
pahaku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman 
mengelus-elus paha terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) 
menit lalu terdakwa berkata “naik-naik sedikit usapannya” kemudian 
saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengusap-usap paha 
terdakwa dan secara tidak sengaja menyentuh kelamin terdakwa, 
lalu terdakwa berkata “pasti ada maksudmu, mau kau kocok alat 
kelaminku” dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab 
“tidak ada maksudku seperti itu ustas” lalu terdakwa berkata 
“pegangmi, janganmi malu-malu” dan saksi Abdul Gafur alias Afu 
bin Rahman menjawab “tidak pernahka saya begini ustas, karena 
mauka mendaftar tentara pak ustas” namun terdakwa terus 
mendesak saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sambil berkata 
“pegangmi…pegangmi…janganmi malu-malu” namun saksi Abdul 
Gafur alias Afu bin Rahman tetap menolak kemudian terdakwa 
mengancam tidak akan meluluskan saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak 
memegang kelamin terdakwa, karena saksi Abdul Gafur alias Afu 
bin Rahman takut tidak lulus maka saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik 
turun sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa berkata 
“jangan bilang-bilang sama siapa-siapa karena ini adalah 
pengobatan” lalu terdakwa memakai celana panjangnya dan saksi 
Abdul Gafur alias Afu bin Rahman kembali memijit betis terdakwa 
sampai terdakwa tertidur dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman meninggalkan kamar terdakwa; 
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terdakwa memaksa 
saksiAbdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk memegang 
danmenggerakkan kelamin terdakwa secara naik turun 
sampaimengeluarkan sperma dan apabila saksi Abdul Gafur alias 
Afu binRahman menolak maka terdakwa mengancam saksi Abdul 
Gafur aliasAfu bin Rahman tidak lulus ujian; 
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- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahmanmengalami kondisi tertekan karena kejadian pelecehan 
seksual selamatujuh hari berturut-turut yang dialaminya dan kondisi 
tersebutmenimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi 
belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang sering kali 
membatasinya untukmelakukan aktivitas di lingkungan pondok 
pesantren sesuai HasilPemeriksaan Psikologi tanggal 21 Oktober 
2014 yang dibuat danditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, 
M.Pd, Psikolog. 
 
8. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ilyas 
membangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan memintanya 
kerumah terdakwa, setelah saksi Muh. Asran bin Askar sampai 
dirumah terdakwa, terdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar 
untuk memijit betis terdakwa lalu saksi Muh. Asran bin Askar 
memijit betis terdakwa sampai saksi Muh. Asran bin Askar tertidur 
dan sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa membangunkan saksi Muh. 
Asran bin Askar dan memintanya masuk kedalam kamar kemudian 
saksi Muh. Asran bin Askar ikut masuk dengan terdakwa kedalam 
kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Muh. Asran bin Askar duduk 
disebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa bertanya “apa 
maksud anda memegang alat kemaluan saya tadi” lalu saksi Muh. 
Asran bin Askar menjawab “saya tidak sengaja karena pada saat 
saya disuruh oleh ustas memijat paha paling atas dan tersentuh 
oleh tangan saya” kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi 
Muh. Asran bin Askar untuk memijit dan mengelus-elus paha 
terdakwa dan saat saksi Muh. Asran bin Askar mengelus-elus paha 
terdakwa, terdakwa kemudian meminta saksi Muh. Asran bin Askar 
untuk memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik 
turun namun saksi Muh. Asran bin Askar menolak sambil berkata 
“jangan ustas” dan terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau 
menggerakkan tangan kamu naik turun maka saya akan 
mengumumkan di masjid bahwa saudara Asran telah memegang 
kemaluan saya” sehingga saksi Muh. Asran bin Askar bersedia 
memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun 
selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa 
meminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk berhenti dan 
memintanya kembali ke asrama; Akibat perbuatan terdakwa, saksi 
Muh. Asran bin Askar mengalami perasaan yang tertekan dan 
menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan, rasa takut dan rasa 
berbeda dari teman-temannya berdasarkan Hasil Pemeriksaan 
Psikologis tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani 




Bahwa terdakwa mengetahui SYAMSUL GUNAWAN bin NURDIN 
AMBODALLE, KING ABDUL AZIZ bin H. MUH. BASRI, PURNAWAN 
DWIAHMADANA bin IBRAHIM, AIDIL AKBAR alias IDUL bin 
JAMALUDDIN,JAYA KUSUMA WARDHANA alias JAYA bin 
DARMAWAN, HAERULAKBAR , ABDUL GAFUR, MUH. ASRAN, 
RIDWAN bin BUSRA adalah berjenis kelamin laki dan masih belum 
dewasa berdasarkan Akta Kelahiran. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 




Bahwa terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI pada tahun 
2013 sampai dengan September 2014 atau atau setidak-tidaknya pada 
waktutertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di 
Kompleks DDI Mattoangin Kamp. Mattoangin Kec. Lamalaka Kab. 
Bantaeng dan KantorKementrian Agama Jalan Andi Manappiang Kel. 
Lembang Kec. Bantaeng Kab.Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, 
telah melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak 
angkatnya, anak dibawah pengawasannyayang belum dewasa, atau 
dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya 
atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau 
bawahannya yang belum dewasa, dimana perbuatan tersebut ada 
hubunganya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan 
berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan 
carasebagai berikut : 
 
1. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa meminta saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memijit betis 
terdakwa dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
memijit betis terdakwa, terdakwa kembali meminta agar saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengelus-elus paha 
terdakwa lalu saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa kembali meminta agar 
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saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle memegang 
kelamin terdakwa secara naik turun (mengocok) sampai tegang 
(berdiri) kemudian menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle membuka bajunya namun saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle menolak namun terdakwa membujuk saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle sambil berkata bahwa 
dengan melakukannya maka saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle akan mendapat berkah karena terdakwa adalah guru 
mengaji dan guru zikir sehingga saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle kemudian membuka bajunya lalu terdakwa 
membuka celana saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
dan menyuruhnya tengkurap diatas kasur lalu terdakwa 
memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle secara berulang kali sampai terdakwa 
mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas kasur; 
- Pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di 
terasrumah terdakwa di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, 
saksiSyamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle diminta oleh 
terdakwa untuk menjaga rumahnya lalu saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin AmboDalle tertidur diteras rumah terdakwa dan sekitar 
pukul 02.00 wita,terdakwa membangunkan saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin AmboDalle dan memnyuruh saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalleuntuk memijit memijit betis da 
mengelus-elus paha terdakwa laluterdakwa meminta saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalleuntuk memegang kelamin 
terdakwa secara naik turun kemudianterdakwa meminta saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dallemembuka celana yang 
dipakainya kemudian memintanya tengkurap dengan paha lurus 
lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalamdubur saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle namun saksiSyamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle belum merasakan 
kelaminterdakwa masuk kedalam duburnya, terdakwa telah 
mengeluarkanspermanya; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanAgustus 2014, setelah shalat subuh, terdakwa meminta saksi 
SyamsulGunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk membersihkan 
PuskesmasPesantren dan saat saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dallesedang membersihkan, terdakwa masuk kedalam 
puskesmaspesantren dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle untuk tidur diatas kasur namun saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle menolak dengan alasan berpuasa 
sunnat namunterdakwa memaksa saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalleuntuk membuka celananya dengan berkata 
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“buka celanamu…bukacelanamu…”secara berulang kali dengan 
ucapan yang keras sehinggasaksi Syamsul Gunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle membuka celananyalalu terdakwa memasukkan 
kelaminnya kedalam dubur saksi SyamsulGunawan bin Nurdin 
Ambo Dalle namun saksi Syamsul Gunawan binNurdin Ambo Dalle 
belum merasakan kelamin terdakwa masukkedalam duburnya 
hanya pada sekitar paha dan pantat luar, terdakwatelah 
mengeluarkan spermanya dan membuangnya dengan 
menggunakan tissue yang tersedia di puskesmas pesantren; 
- Pada tanggal 28 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, 
bertempatdi Kantor Sekretariat Pimpinan Pesantren DDI 
Mattoangin, ketika saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle 
melewati ruangan terdakwa,terdakwa langsung memanggil saksi 
Syamsul Gunawan bin NurdinAmbo Dalle dan setelah saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle masuk, terdakwa 
langsung mengunci pintu dan menyuruh saksi Syamsul Gunawan 
bin Nurdin Ambo Dalle untuk mengelus-elus pahanya kemudian 
terdakwa membuka resleting celananya dan menyuruh saksi 
Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk memegang 
kelamin terdakwa namun saksi Syamsul Gunawan binNurdin Ambo 
Dalle menolak dengan alasan berpuasa nazar tetapi terdakwa 
berkata “anumi ini, ku obatiko supaya tidak berbuat seperti iniko 
juga” sehingga saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo 
Dallememegang kelamin terdakwa sampai tegang lalu terdakwa 
memakai kondom kemudian menarik kepala saksi Syamsul 
Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle ke kelamin terdakwa dan 
menyuruh saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle untuk 
menghisap kelamin terdakwa; 
- Akibat perbuatan terdakwa, dubur saksi Syamsul Gunawan bin 
Nurdin Ambo Dalle terasa gatal dan pedih berdasarkan Hasil Visum 
EtRepertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 09 Oktober 
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter 
padaRSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, 
dengan Hasil Pemeriksaan : keadaan tersebut diatas tidak 
ditemukan adanya tanda tanda kekerasan dan dari Hasil 
Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd,Psikolog yang menerangkan 
bahwa saksi Syamsul Gunawan bin Nurdin Ambo Dalle mengalami 
keadaan tertekan dan menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, 
motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang 
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seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas dilingkungan 
pondok pesantren.  
 
2. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, terdakwa menyuruh saksi 
Aidil Akbar alias Idul untuk memanggil saksi King Abdul Azis dan 
setelah saksi King Abdul Azis mendatangi terdakwa dirumahnya, 
kondisi rumah terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi King 
Abdul Aziz membuka pintu rumah terdakwa sambil berteriak “ustas” 
lalu terdakwa berkata “siniko” sehingga saksi King Abdul Azis 
mendatangi terdakwa yang telah tengkurap dan saksi King Abdul 
Aziz duduk disamping kanan terdakwa dan memijit terdakwa 
setelah terdakwa berkata “King pijit-pijit betisku” kemudian sekitar 
20 (dua puluh) menit saksi King Abdul Azis memijit terdakwa, 
terdakwa membalikkan badannya dan meminta saksi King Abdul 
Aziz untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi King Abdul 
Azis mengelus-elus paha terdakwa, terdakwa berkata “sudahko lagi 
onani king toh” dan dijawab oleh saksi King Abdul Azis “tidak ustas” 
lalu terdakwa berkata kembali “ah bilang mako king kalo sudahko 
lagi onani, saya tau ada jinku yang tanyaka” akhirnya saksi King 
Abdul Azis mengiyakan perkataan terdakwa kemudian terdakwa 
meminta saksi King Abdul Azis untuk memasukkan tangannya 
kedalam kelamin terdakwa dan berkata “pegangki kelaminku” 
namun saksi King Abdul Azis menolak tetapi terdakwa langsung 
menarik tangan saksi King Abdul Azis dan membawanya ke 
kelamin terdakwa lalu terdakwa berkata “lakukanmi, kocokmi lasoku 
nak, saya obatiko ini supaya berhentiko onani” sehingga saksi King 
Abdul Azis memegang dan mengocok kelamin terdakwa secara 
naik turun kemudian terdakwa berkata “mauko dapat barakka 
(berkah) King ? dari Gurumu nak, Isapki King” namun saksi King 
Abdul Azis menolak sehingga terdakwa menarik kepala saksi King 
Abdul Azis ke kelamin terdakwa kemudian saksi King Abdul Azis 
menghisap kelamin terdakwa sebanyak satu kali lalu saksi King 
Abdul Azis berhenti menghisap kelamin terdakwa dan berkata 
“tidak bisaka ustas untuk isap lasota” kemudian terdakwa meminta 
saksi King Abdul Azis untuk tidur disamping terdakwa dengan 
berkata “tidurko disampingku sini King, kuobatiko” lalu saksi King 
Abdul Azis kemudian tidur disamping terdakwa kemudian terdakwa 
meminta  saksi King Abdul Azis untuk membuka celana yang 
dipakainya dengan berkata “King buka celanamu” dan dijawab oleh 
saksi King Abdul Azis “jangan miki ustas” namun terdakwa 
langsung membuka celana saksi King Abdul Azis yang hanya 
menggunakan celana bola sampai batas lutut saksi King Abdul Azis 
lalu terdakwa memegang kelamin saksi King Abdul Azis dan 
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mengocoknya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit namun 
kelamin saksi King Abdul Azis tidak tegang (berdiri) sehingga 
terdakwa berkata “mati lasoko ini King, pake mi lagi celanamu baru 
keluar mako dari rumah dan janganko Tanya orang-orang kalau 
saya sudah obatiko karena kau tonji yang kukasi begini” lalu saksi 
King Abdul Azis keluar dari rumah terdakwa; Akibat perbuatan 
terdakwa, saksi King Abdul Azis merasa tertekan dan Hasil Visum 
Et Repertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 10 Nopember 
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter 
pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, 
dengan Hasil Pemeriksaan : keadaan tersebut diatas tidak 
ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan dari Hasil 
Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Psikolog Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang 
menerangkan bahwa saksi King Abdul Azis mengalami keadaan 
tertekan dan menimbulkan rasa takut, cemas yang mendalam 
sehingga motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman 
yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktivitas 
dilingkungan pondok pesantren.  
 
3. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kamar Pembina 
pondok reformasi di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, 
terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
untuk datang ke kamar Pembina pondok reformasi dan setelah 
saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada di dalam kamar 
Pembina pondok reformasi, terdakwa langsung menutup pintu dan 
berbaring diatas tempat tidur lalu meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim duduk diatas tempat tidur dan memijit 
terdakwa lalu setelah lima menit memijit terdakwa, terdakwa 
meminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk 
mengelus-elus paha dan memegang kelamin terdakwa namun 
saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menolaknya dan 
berkata “saya tidak mau ustas” lalu terdakwa berkata “saya beri 
kamu dua pilihan, yang pertama kalau kau mau pegang, silahkan 
pegang sekarang tidak pakai lama supaya saya cepat tidur, yang 
kedua kalau kau tidak mau lakukan, silahkan tinggalkan tempat ini 
sekarang tapi satu hal yang kau ingat kalau kau ada urusan atau 
masalah sekolahmu jangan berani kau sebut nama saya” akhirnya 
saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim memegang kelamin 
terdakwa dan menggerakkannya naik turun sampai sekitar lima 
menit lamanya kemudian terdakwa meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim untuk pulang kembali ke asrama melalui 
pintu belakang;  
- Sebulan kemudian setelah kejadian pertama, masih ditahun 
2013,terdakwa menyuruh saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin 
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Ibrahim untukdatang kerumah terdakwa dan ketika saksi Purnawan 
Dwi Ahmadanabin Ibrahim berada didalam kamar rumah terdakwa, 
terdakwa memintasaksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
untuk memegang kelaminterdakwa dan menggerakkannya naik 
turun lalu terdakwa memintasaksi Purnawan Dwi Ahmadana bin 
Ibrahim untuk menghisap kelaminterdakwa namun saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana bin Ibrahimmenolaknya sehingga terdakwa 
memegang sendiri kelaminnya danmenggerakkannya naik turun 
sampai mengeluarkan sperma disarungsaksi Purnawan Dwi 
Ahmadana bin Ibrahim kemudian terdakwameminta saksi 
Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim untuk mandi dankembali ke 
asrama; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanJuli 2014, terdakwa kembali memanggil saksi Purnawan 
DwiAhmadana bin Ibrahim untuk datang ke kamar Pembina 
reformasi dansaat saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim 
berada didalam kamartersebut, terdakwa meminta saksi Purnawan 
Dwi Ahmadana binIbrahim untuk memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannyanaik turun sampai terdakwa mengeluarkan 
sperma lalu terdakwameminta saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin 
Ibrahim untuk kembali keasrama; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanAgustus 2014, terdakwa kembali memanggil saksi untuk 
datang kekamar Pembina reformasi pondok pesantren dan setelah 
saksiPurnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim berada didalam kamar 
tersebut,terdakwa kemudian meminta saksi Purnawan Dwi 
Ahmadana binIbrahim untuk memegang kelaminnya dan 
menggerakannya naik turunsampai terdakwa mengeluarkan 
sperma kemudian saksi Purnawan DwiAhmadana bin Ibrahim 
kembali keasrama; 
- Saksi Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim menuruti 
perintahterdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi 
Purnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim bahwa untuk penyembuhan 
terhadap diri saksiPurnawan Dwi Ahmadana bin Ibrahim dan akan 
diberi berkah; 
- Akibat perbuatan terdakwa, kondisi psikologis saksi Purnawan 
DwiAhmadana bin Ibrahim dalam keadaan tertekan karena 
pelecehanseksual yang dialaminya sebanyak empat kali, merasa 
trauma, rasatakut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak 
aman yangsering kali membatasinya untuk melakukan aktivitas di 
lingkunganpondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis 
85 
 
yang dibuatdan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, 
Psikolog. 
 
4. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
di Kompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ustas Ilyas 
mendatangi saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin dan 
memintanya untuk kerumah terdakwa lalu saksi Aidil Akbar alias 
Idul bin Jamaluddin mendatangi rumah terdakwa dan memijit betis 
terdakwa kemudian terdakwa berkata “tidak keraski caramu lebih 
baik elus-elus mami pahaku” lalu saksi Aidil Akbar alias Idul bin 
Jamaluddin kemudian mengelus-elus paha terdakwa dan terdakwa 
kembali menyuruh saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin untuk 
memegang kelaminnya dan menggerakkannya naik turun sehingga 
saksi Aidil Akbar alias Idul bin Jamaluddin mengikuti kemauan 
terdakwa dengan memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannya naik turun selama kurang lebih lima menit lalu 
terdakwa berkata “tidak enak caramu, panggil santri lain yang 
bernama Jaya Kusuma” sehingga saksi berhenti memegang 
kelamin terdakwa dan memanggil saksi Jaya Kusuma;  
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Aidil Akbar alias Idul 
binJamaluddin mengalami keadaan tertekan dan menimbulkan 
traumamendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan 
yang tidakaman yang seringkali membatasinya untuk melakukan 
aktivitasdilingkungan pondok pesantren sesuai Hasil Pemeriksaan 
Psikologisyang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, 
S.Psi, M.Pd,Psikolog; 
5. - Pada bulan Juni 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks 
Pesantren DDI Mattoangin, ketika saksi Jaya Kusuma Wardana 
alias Jaya bin Darmawan sedamg tidur diasrama lalu terdakwa 
datang dan membangunkannya untuk menemani terdakwa tidur 
dirumahnya kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuju rumah 
terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan membentangkan kasur 
diruang tengah lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memijit terdakwa 
kemudian saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
memijit terdakwa dan tertidur saat memijit terdakwa lalu terdakwa 
membangunkan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan dan memintanya kembali memijit betis terdakwa lalu 
meminta untuk mengelus-elus paha terdakwa dan saat saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-elus paha 
terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi Jaya Kusuma Wardana 
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alias Jaya bin Darmawan “kamu sering onani ?” lalu dijawab oleh 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan “iya” dan 
terdakwa bertanya kembali “apakah kamu pernah tidur dengan 
bencong” dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan menjawab “tidak” namun terdakwa memaksa saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk mengakui 
pernah tidur dengan bencong dan tangan terdakwa saat itu sudah 
memegang kelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan lalu terdakwa berkata dikelamin saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan ada tanda pernah dipegang 
oleh bencong kemudian terdakwa menggerakkan tangannya naik 
turun dikelamin saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan hingga mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengambil 
air kemudian membacakan doa dan menyerahkan air tersebut 
kepada saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
untuk diminum dan setelah saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya 
bin Darmawan meminum air tersebut, terdakwa meminta saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk 
mempraktekkannya ke terdakwa saat saksi Jaya Kusuma Wardana 
alias Jaya bin Darmawan onani namun saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan menolak sehingga terdakwa 
berkata “saya yang suruh sebagai gurumu kalau tidak mau keluar 
dari rumah” dengan suara yang keras dan karena ketakutan maka 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memegang 
kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namun 
terdakwa kembali berkata “lemah ini kalau tangan, tidak berkhasiat” 
lalu terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk memasukkan kelamin terdakwa kedalam mulut 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menuruti 
kemauan terdakwa karena sudah ketakutan lalu terdakwa 
menggerakkan kelaminnya kedalam mulut saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan sampai terdakwa mengeluarkan 
sperma dan meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk menelan sperma terdakwa namun saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan menolaknya karena 
merasa jijik kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk berwudhu lalu tidur; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanAgustus 2014, siang hari, bertempat di Kantor/ruangan 
terdakwa diKompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi yang 
sedang berceritadengan teman-temannya kemudian diminta datang 
ke ruanganterdakwa, dan ketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya binDarmawan berada diruangan terdakwa, terdakwa berkata 
“tidak belajarjako” dan dijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana 
alias Jaya binDarmawan “tidakji” kemudian terdakwa berkata “mau 
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jako pijitka” dandijawab oleh saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan“iya” lalu saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawankemudian memijit betis terdakwa dengan posisi 
terdakwa berada diataskursi dan saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan dudukdilantai lalu terdakwa menyuruh saksi 
Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk 
membersihkan ruangan terdakwa danterdakwa keluar dari ruangan 
dan kembali sambil membawa balihobekas untuk dipakai tidur lalu 
terdakwa membuka celana panjangnyadan hanya memakai celana 
pendek kemudian terdakwa kembalimenyuruh saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawanuntuk memijit terdakwa setelah 
itu menyuruh saksi Jaya KusumaWardana alias Jaya bin 
Darmawan untuk mengelus-elus paha danmemegang kelamin 
terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksiJaya Kusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan untuk memasukkanmulutnya 
kedalam kelamin terdakwa namun saksi Jaya KusumaWardana 
alias Jaya bin Darmawan menolaknya sehingga 
terdakwamemegang kepala saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya binDarmawan dan memasukkan kelaminnya kedalam mulut 
saksi JayaKusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan dan 
menggerakkannyanaik turun dengan posisi saksi Jaya Kusuma 
Wardana alias Jaya binDarmawan jongkok dan terdakwa dalam 
posisi duduk, kemudianterdakwa mengganti posisinya dengan 
berbaring dan saksi JayaKusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan juga berbaring namunberbalik arah sambil memasukkan 
kelaminnya kedalam mulut saksiJaya Kusuma Wardana alias Jaya 
bin Darmawan danmenggerakkannya naik turun sampai 
mengeluarkan sperma laluterdakwa memakai celananya dan tidur 
sambil saksi Jaya KusumaWardana alias Jaya bin Darmawan 
memijit betis terdakwa sampaiselesai waktu Ashar; 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulanSeptember 2014, saat shalat subuh, bertempat di 
kantor/ruanganterdakwa di kompleks pesantren DDI Mattoangin, 
terdakwa mendapatisaksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan tidakmelaksanakan shalat subuh lalu terdakwa 
menyuruh saksi JayaKusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan 
keruangan terdakwa danketika saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya bin Darmawan beradadiruangan terdakwa, terdakwa meminta 
saksi Jaya Kusuma Wardanaalias Jaya bin Darmawan untuk 
membentangkan baliho yang tersimpandiruang kerja terdakwa lalu 
terdakwa meminta saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
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Darmawan untuk memijitnya kemudian padasaat saksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan memijitbetis terdakwa, 
terdakwa melonggarkan sarungnya dan meminta agarsaksi Jaya 
Kusuma Wardana alias Jaya bin Darmawan mengelus-eluspaha 
terdakwa dan memegang kelamin terdakwa dan saksi JayaKusuma 
Wardana alias Jaya bin Darmawan tidak menolaknya 
karenamerasa ketakutan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jaya 
KusumaWardana alias Jaya bin Darmawan untuk menghisap 
kelamin terdakwadan saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya bin 
Darmawan kembalitidak menolak karena ketakutan sampai 
terdakwa mengeluarkanspermanya kemudian terdakwa meminta 
saksi Jaya Kusuma Wardanaalias Jaya bin Darmawan untuk 
meninggalkan ruangannya setelah 15(lima belas) menit terdakwa 
keluar dari ruangan tersebut dan apabilaada yang bertanya maka 
saksi Jaya Kusuma Wardana alias Jaya binDarmawan harus 
menjawab bahwa saksi Jaya Kusuma Wardana aliasJaya bin 
Darmawan telah membersihkan ruangan terdakwa; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jaya Kusuma Wardana alias 
Jaya binDarmawan mengalami perasaan yang tertekan dan trauma 
yangmendalam (merasa jijik dengan air ludah sendiri akibat oral 
sex yangdialaminya) rasa takut dan merasa tidak aman sesuai 
HasilPemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Leny EkoPrihati, S.Psi, M.Pd, Psikolog dan adanya Hasil Visum Et 
RepertumNomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 
2014 yangdibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin. S. SPB, dokter 
pada RSUDProf. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, 
dengan HasilPemeriksaan : keadaan tersebut diatas tidak 
ditemukan adanya tandatandakekerasan. 
 
6. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
bulan September 2014, bertempat di Kantor Kementrian 
Agama,ketika saksi Haerul Akbar sedang berada dipesantren, 
dating seorang santri yang memberitahukan kepada saksi Haerul 
Akbar bahwa terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk datang 
ke Kantor Kementrian Agama, lalu saksi Haerul Akbar kemudian 
berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah 
bertemu dengan terdakwa yang sedang berada diruangannya, 
saksi Haerul Akbar tertanya “kenapaki ustas” dan dijawab oleh 
terdakwa “silahkan duduk, tunggu sebentar” lalu terdakwa 
kebelakang lemari dan langsung tidur kemudian terdakwa 
memanggil saksi Haerul Akbar dan saat saksi Haerul Akbar berada 
didekat terdakwa, terdakwa meminta saksi Haerul Akbar untuk 
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memijit terdakwa pada bagian paha dan saat saksi Haerul Akbar 
memijit terdakwa pada bagian pahanya, terdakwa kembali 
menyuruh saksi haerul Akbar untuk memijit kelamin terdakwa dan 
saksi Haerul Akbar menolaknya dan berkata “ustas janganki” dan 
terdakwa berkata “pijit dan pegang saja, saya yang suruh” namun 
saksi Haerul Akbar tetap menolaknya lalu terdakwa berkata “jangan 
takut, saya yang suruh” dan karena saksi Haerul Akbar merasa 
ketakutan karena terdakwa adalah gurunya sehingga saksi Haerul 
Akbar menuruti kemauan terdakwa dan memegang kelamin 
terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 
(sepuluh) menit dan setelah kelamin terdakwa berdiri dan 
mengeras, terdakwa menyuruh saksi Haerul Akbar untuk berhenti 
dan memintanya untuk kembali memijit betis terdakwa kemudian 
menyuruh saksi Haerul Akbar untuk kembali ke asrama;  
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Haerul Akbar mengalami 
perasaanyang tertekan, perasaan trauma yang mendalam dan rasa 
takut sertamerasa tidak aman sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis 
yang dibuatdan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, M.Pd, 
Psikologtanggal 21 Oktober 2014. 
 
7. - Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pesantren 
DDI Mattoangin, terdakwa melalui Pembina pondok meminta saksi 
Abdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk datang kerumahnya, 
kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mendatangi 
rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Abdul 
Gafur alias Afu bin  Rahman bertanya “kenapaki haji” lalu dijawab 
oleh terdakwa “pijit-pijit dulu betisku karena sakitki ini betisku” 
kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman memijit betis 
terdakwa selama kurang lebih satu jam dan saksi Abdul Gafur alias 
Afu bin Rahman sudah merasa capek sehingga berhenti memijit 
terdakwa lalu terdakwa berkata “kenapako berhenti Gafur” dan 
dijawab oleh saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman “sakitki 
tanganku ustas” lalu terdakwa berkata “kalau begitu sapu-sapu 
pahaku” kemudian saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman 
mengelus-elus paha terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) 
menit lalu terdakwa berkata “naik-naik sedikit usapannya” kemudian 
saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman mengusap-usap paha 
terdakwa dan secara tidak sengaja menyentuh kelamin terdakwa, 
lalu terdakwa berkata “pasti ada maksudmu, mau kau kocok alat 
kelaminku” dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman menjawab 
“tidak ada maksudku seperti itu ustas” lalu terdakwa berkata 
“pegangmi, janganmi malu-malu” dan saksi Abdul Gafur alias Afu 
bin Rahman menjawab “tidak pernahka saya begini ustas, karena 
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mauka mendaftar tentara pak ustas” namun terdakwa terus 
mendesak saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman sambil berkata 
“pegangmi…pegangmi…janganmi malu-malu” namun saksi Abdul 
Gafur alias Afu bin Rahman tetap menolak kemudian terdakwa 
mengancam tidak akan meluluskan saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman apabila saksi Abdul Gafur alias Afu bin Rahman tidak 
memegang kelamin terdakwa, karena saksi Abdul Gafur alias Afu 
bin Rahman takut tidak lulus maka saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman memegang kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik 
turun sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa berkata 
“jangan bilang-bilang sama siapa-siapa karena ini adalah 
pengobatan” lalu terdakwa memakai celana panjangnya dan saksi 
Abdul Gafur alias Afu bin Rahman kembali memijit betis terdakwa 
sampai terdakwa tertidur dan saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahman mening galkan kamar terdakwa;  
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terdakwa memaksa 
saksiAbdul Gafur alias Afu bin Rahman untuk memegang 
danmenggerakkan kelamin terdakwa secara naik turun 
sampaimengeluarkan sperma dan apabila saksi Abdul Gafur alias 
Afu bin Rahman menolak maka terdakwa mengancam saksi Abdul 
Gafur aliasAfu bin Rahman tidak lulus ujian; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdul Gafur alias Afu bin 
Rahmanmengalami kondisi tertekan karena kejadian pelecehan 
seksual selamatujuh hari berturut-turut yang dialaminya dan kondisi 
tersebutmenimbulkan trauma mendalam, rasa takut, motivasi 
belajar kurangdan perasaan yang tidak aman yang sering kali 
membatasinya untukmelakukan aktivitas di lingkungan pondok 
pesantren sesuai HasilPemeriksaan Psikologi tanggal 21 Oktober 
2014 yang dibuat danditandatangani oleh Leny Eko Prihati, S.Psi, 
M.Pd, Psikolog. 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam 
tahun2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa 
diKompleks Pesantren DDI Mattoangin, saksi Ilyas membangunkan 
saksiMuh. Asran bin Askar dan memintanya kerumah terdakwa, 
setelahsaksi Muh. Asran bin Askar sampai dirumah terdakwa, 
terdakwameminta saksi Muh. Asran bin Askar untuk memijit betis 
terdakwa lalusaksi Muh. Asran bin Askar memijit betis terdakwa 
sampai saksi Muh.Asran bin Askar tertidur dan sekitar pukul 05.00 
wita, terdakwamembangunkan saksi Muh. Asran bin Askar dan 
memintanya masukkedalam kamar kemudian saksi Muh. Asran bin 
Askar ikut masukdengan terdakwa kedalam kamar lalu terdakwa 
menyuruh saksi Muh.Asran bin Askar duduk disebelah kanan 
terdakwa kemudian terdakwabertanya “apa maksud anda 
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memegang alat kemaluan saya tadi” lalusaksi Muh. Asran bin Askar 
menjawab “saya tidak sengaja karena padasaat saya disuruh oleh 
ustas memijat paha paling atas dan tersentuholeh tangan saya” 
kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi Muh.Asran bin Askar 
untuk memijit dan mengelus-elus paha terdakwa dansaat saksi 
Muh. Asran bin Askar mengelus-elus paha terdakwa,terdakwa 
kemudian meminta saksi Muh. Asran bin Askar untukmemegang 
kelamin terdakwa dan menggerakkannya naik turun namunsaksi 
Muh. Asran bin Askar menolak sambil berkata “jangan ustas” 
danterdakwa berkata “kalau kamu tidak mau menggerakkan tangan 
kamunaik turun maka saya akan mengumumkan di mesjid bahwa 
saudaraAsran telah memegang kemaluan saya” sehingga saksi 
Muh. Asran bin Askar bersedia memegang kelamin terdakwa dan 
menggerakkannyanaik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) 
menit kemudianterdakwa meminta saksi Muh. Asran bin Askar 
untuk berhenti danmemintanya kembali ke asrama; 
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Asran bin Askar 
mengalamiperasaan yang tertekan dan menimbulkan kecemasan 
terhadaplingkungan, rasa takut dan rasa berbeda dari teman-
temannyaberdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 21 
Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh Leny Eko Prihati, 
S.Psi, M.Pd,Psikolog. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak secara 
berlanjut oleh terdakwa H. SAHARUDDIN R., S.Sg., M.Si. Bin RUPI, maka 
penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 
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1. Menyatakan terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag, M.Si bin RUPI 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian 
rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut melanggar 
Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag, 
M.Si bin RUPI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 
dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah 
dijalaninya dan denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara; 
3. Menyatakan barang bukti berupa Surat Pernyataan yang telah 
ditandatangani oleh saksi Abd. Gafur, saksi Jaya Kusuma, saksi 
Aidil Akbar, saksi Ridwan, saksi Muh. Asran, dan surat pernyataan 
yang tidak ditandatangani oleh saksi Haerul Akbar namun telah 
ditandatangani oleh Drs. H. Jamaluddin, Syahrir dan Drs. A. Hafid 
serta diketahui oleh Lurah Lamalaka Hasanuddin, S.Sos., tetap 
terlampir dalam berkas perkara;  
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
 
4. Amar Putusan 
 
Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaaeng pada hari Rabu, tanggal 25 
Maret 2015, oleh Somadi S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasrul kadir 
S.H., dan Ima Fatimah Djufri S.H., masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 
pada hari Kamis tanggal 1 April  2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut 
di atas dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, 
dibantu oleh Junaedi S.HI., Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri 
Bantaeng dan dihadiri oleh Robinsius Asido Putra Nainggolan S.H selaku 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa 
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didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Bantaeng 
yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana 
sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut: 
MENGADILI: 
1. Menyatakan Terdakwa H. SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin 
RUPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dimana perbuatan tersebut ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam 
dakwaan alternatif pertama; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 
sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara 
PURNAWAN DWI AHMADANA dan ditanda tangani 
saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. 
HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. 
S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014; 
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara ABD. 
GAFUR dan ditanda tangani saksi Drs. H. 
JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs.A. HAFID dan 
diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada 
tanggal 04 Oktober 2014; 
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara JAYA 
KUSUMA dan ditanda tangani saksi Drs. H. 
JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A.HAFID dan 
diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada 
tanggal 04 Oktober 2014; 
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 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara AIDIL 
AKBAR dan ditanda  tangani saksi Drs. H. 
JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan 
diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada 
tanggal 04 Oktober 2014; 
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN 
dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, 
SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah 
Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 
Oktober 2014; 
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara MUH. 
ASRAN A.R dan ditanda tangani saksi Drs. H. 
JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan 
diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada 
tanggal 04 Oktober 2014; 
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda 
tangani oleh saudara KHAERUL AKBAR dan telah 
ditanda tangani oleh saksi Drs.H. JAMALUDDIN, 
SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah 
Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 06 
September 2014; tetap terlampir dalam berkas perkara 
ini; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
 
Berhasilnya  suatu  proses  penegakan  hukum  sangat  bergantung 
pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah 
satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia 
nyata. 
 
Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang 
pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan 
penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang 
Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan 
yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari 
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jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang 
terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam 
persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang 
disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya. 
 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan 
cabul secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa H.SAHARUDDIN 
R.,S.Ag.,M.Si. Bin RUPI terhadap 8 (delapan) orang anak, yakni 
SYAMSUL GUNAWAN bin NURDIN AMBO DALLE, KING ABDUL AZIZ 
bin H. MUH. BASRI, PURNAWAN DWI AHMADANA bin IBRAHIM, AIDIL 
AKBAR alias IDUL bin JAMALUDDIN, JAYA KUSUMA WARDHANA alias 
JAYA bin DARMAWAN, HAERUL AKBAR, ABDUL GAFUR, MUH. 
ASRAN. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara 
teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan, sebagaimana 
dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan 
ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. 
Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas 
dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut 
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan 
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dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus 
yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan 
ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan 
syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada 
pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bantaeng menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan 
terdakwa terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 
2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
1.  Setiap orang. 
 
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja setiap 
orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana 
yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang 
bernama H. SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI. Terdakwa adalah 
manusia yang dengan segala kelengkapan, baik rohani maupun jasmani, 
mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan mampu bertanggung jawab 
atas tindak pidana yang terdakwa lakukan. 
 
Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan 
keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian 
dengan keterangan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang 
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yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang 
dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas 
terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang 
(ErrorIn Persona). 
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. 
 
Bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena 
menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung unsur mana yang 
dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur 
telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain. 
 
Bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan 
secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau 
gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang 
menimbulkan rasa takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya 
dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa suatu seruan dengan 
mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.  
. Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, 
bahwa delapan saksi korban mengalami ketakutan pada saat mereka 
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menceritakan pencabulan yang dialami pada orang lain, khususnya ketika 
mereka diperiksa di Rumah Sakit Anwar Makkatutu. Hal ini bersesuaian 
dengan hasil Visum Et Repertum bahwa para saksi korban tampak 
tertekan, takut dan trauma pada saat diperiksa, sehingga dalam perkara 
ini terdakwa melakukan pencabulan dengan ancaman kekerasan. 
3. Telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan berlanjut. 
 
Bahwa dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), 
dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.3636 Untuk dapat 
dikatakan sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
 
a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan. 
b. Perbuatannya itu harus sama atau sama jenisnya, dan 
c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. 
 
Pencabulan tersebut dilakukan pada sekitar tahun 2013 sampai 
denganSeptember tahun 2014. Dilihat dari persesuaian keterangan para 
saksi dan hasil Visum Et Repertum, perbuatan terdakwa telah memenuhi 
kualifikasi sebagai serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan berlanjut. 
 
                                                          
36 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor: 1995, hal.7. 
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Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-
unsurnya, maka di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus 
tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, 
terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana 
makaterdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat 
dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. 
Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam 
dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana. 
 
 
Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menerapkan pasal 64 Ayat 
(1) KUHAP, yaitu mengenai perbuatan berlanjut atau voorgezette 
handeling. Perbuatan berlanjut menunjukkan perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana 
perbuatan itu saling berhubungan satu sama lain secara erat. Perbuatan 
berlanjut ini sangat berbeda dengan concursus-concursus yang lain. 
Misalnya, dengan concursus realis. Perbedaannya sangat jelas, yakni 
pada perbuatan berlanjut, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
harus sama atau sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan, 
sedangkan pada concursus realis, perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan. 
 
Mengenai penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Nomor 
104/Pid.Sus/2014/PN.Ban ini yaitu karena perbuatan terdakwa H. 
SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI menunjukkan perbuatan-
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perbuatan yang sejenis, yakni pencabulan yang dilakukan kepada 
SYAMSUL GUNAWAN bin NURDIN AMBO DALLE, KING ABDUL AZIZ 
bin H. MUH. BASRI, PURNAWAN DWI AHMADANA bin IBRAHIM, AIDIL 
AKBAR alias IDUL bin JAMALUDDIN, JAYA KUSUMA WARDHANA alias 
JAYA bin DARMAWAN, HAERUL AKBAR, ABDUL GAFUR, MUH. 
ASRAN, dan dilakukan secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang 
tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut. Jadi menurut penulis, dalam kasus ini sudah tepat diterapkan 
Pasal 64 Ayat (1) mengenai perbuatan berlanjut atau voorgezette 
handeling dan bukan concursus yang lain. 
 
Mengenai penerapan pidana materiil pada tindak pidana pencabulan 
secara berlanjut terhadap anak, penulis melakukan wawancara dengan 
salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng selaku Hakim Ketua 
yang menangani perkara dengan nomor putusan 104/Pid.Sus/PN.Ban, 
yaitu Somadi S.H, pada tanggal 10 Maret 2017. 
Beliau menjelaskan bahwa: 
Penerapan pasal terhadap tindak pidana pencabulan 
anak ini menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan 
Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 
tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di 
bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi 
serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan berlanjut. Dalam kasus ini, para korban 
mengalami trauma sesuai dengan hasil Visum Et Repertum. 
Setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan dakwaan 
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Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-
fakta di persidangan serta alat bukti yang sah, yaitu 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti 
surat berupa Visum Et Repertum, perbuatan terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif Jaksa Penuntut 
Umum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum ini juga berdasarkan kepada Asas Lex 
Specialis Derogat Legi Generale yang berarti aturan yang 
khusus meniadakan aturan yang umum. 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam 
memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa  
yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat 
dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti 
apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. 
Upaya pembuktian  didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang 
menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada  
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti  
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- 
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis, fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti   
yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti  
surat yakni Visum Et Repertum serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan 
selama persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan 
ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari 




Maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana oleh 
Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan secara berlanjut 
terhadap anak dengan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban, yakni dalam 
Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sudah tepat mengingat 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu 
perbuatan yang dapat dipidana.Yaitu, perbuatan terdakwa melawan 
hukum, di persidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang 
didakwakan dan adanya kesalahan. Jaksa Penuntut Umum juga 
menerapkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang berarti 
bahwa aturan yang khusus meniadakan aturan yang umum. 
 
Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menyatakan terdakwa H. 
SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara 
berlanjut terhadap anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. 
SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI dengan pidana penjara selama 
7(tujuh) tahun, yang menurut analisis penulis kurang tepat dijatuhkan 
terhadap terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Mejelis 
Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SAHARUDDIN 
R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
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tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa  didalam tahanan dan 
denda sebanyak Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) 
tahun penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, sekiranya 
sudah tepat. Tuntutan tersebut telah sesuai dengan tindak pidana 
pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa 
yang hukuman maksimalnya adalah 15 (lima belas) tahun penjara. 
Tuntutan Penuntut Umum dapat membuat jera terdakwa, mampu 
menimbulkan dampak efek pencegahan dan lebih memenuhi rasa 
keadilan bagi keluarga korban dan terdakwa. 
 
Pemidanaan merupakan suatu proses, yang dimana sebelum proses 
ini berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Ia mengkonkretkan sanksi 
pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana 
bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat 
menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan 
kedamaian dalam masyarakat. Pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk 
menderitakan dan juga tidak diperkenankan merendahkan martabat 
manusia, namun merupakan pemberian makna kepada sistem hukum 
Indonesia. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim  dalam Menjatuhkan Pidana  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut 
Terhadap Anak dalam Putusan 104/Pid.Sus/2014/PN.Ban. 
 
1. Pertimbangan Hakim 
 
Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif 
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seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng 
yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
104/Pid.Sus/2014/PN.Ban ini, setelah mendengar keterangan-
keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, 
disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling 
bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum 
sebagai bahan pertimbangan. . Hal-hal yang menjadi pertimbangan 
hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor   
104/Pid.Sus/2014/PN.Ban adalah: Menimbang, bahwa terhadap hal-
hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita 
Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam 
putusan ini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara 
lengkap pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan 
terhadap Terdakwa; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim 
dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam 
persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan 
perbuatan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan 
dan berpedoman pada asas hukum “lex specialis derogate legi 
generalis” sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan 
alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul; 
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut; 
4. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
Ad.1. Setiap orang; 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak 
dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung 
jawaban atas perbuatan yang dilakukannya; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa H. 
SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si., Bin RUPI dan setelah diperiksa 
identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat 
Dakwaan Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani 
dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat 
perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti 
persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat 
dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum 
tersebut;  
Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku 
perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan 
Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat 
dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur 
yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila 
unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; 
Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul; 
Menimbang, bahwa sesungguhnya dengan sengaja adalah 
merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang 
yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, 
meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, 
dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, 
karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, 
kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari 
orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir 
atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. 
Kesengajaan dapat diketahui apabila pada saat melakukan perbuatan 
yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan 
perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, 
kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, 
maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau 
konsekuensi hukum dari perbuatannya; 
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Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang 
bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur 
yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan 
jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah 
terpenuhi; Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan 
adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil 
secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala 
macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan 
kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau 
tidak berdaya (vide : Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud 
ancaman kekerasan adalah perbuatan yang ditujukan agar orang 
berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu; Yang dimaksud memaksa adalah melakukan 
tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang 
berlawanan dengan kehendaknya sendiri; Yang dimaksud dengan tipu 
muslihat adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan 
yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau 
mencari untung; Yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan 
adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal 
atau keadaan yang sebenarnya; Sedangkan yang dimaksud dengan 
membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang 
dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk 
tujuan memikat hati; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan 
Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 
Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menjelaskan 
mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak memberikan 
secara pasti mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan 
sebagai pencabulan. Mengenai perbuatan cabul (ontuchtige 
handelingen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang 
dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain 
mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh 
lainya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-
elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, 
mencium mulut seseorang dan sebagainya;  
Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Penuntut Umum, 
kejadian yang dialami para Saksi Korban masing-masing berdiri sendiri 
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atau berbeda waktu dan tempat kejadiannya antara satu dengan 
lainnya, sehingga dalam setiap kejadian yang paling mengetahui 
hanyalah para Saksi Korban dan Terdakwa, namun oleh karena 
Terdakwa membantah semua keterangan para Saksi Korban, maka 
untuk menilai kebenaran keterangan para Saksi, berikut akan diuraikan 
keterangan para Saksi Korban satu demi satu dan menghubungkannya 
dengan Saksi lain serta alat bukti lain (vide: Pasal 185 ayat (6) huruf a 
dan b KUHAP);  
Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan, Penasihat Hukum 
Terdakwa meragukan keterangan dari beberapa Saksi yakni Saksi 
SYAMSUL GUNAWAN dan Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, 
namun dengan bersandar pada Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 124 K/Kr/1958 tanggal 11 November 1958 yang pada 
pokoknya menyatakan “soal dapat atau tidak dapat dipercayanya 
saksi-saksi, berdasarkan Pasal 302 R.I.B terserah kepada 
kebijaksanaan Hakim pertama”, maka keterangan para Saksi baik 
Saksi yang memberatkan ataupun Saksi yang meringankan akan 
dinilai lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan 
persesuaian antara satu dengan yang lain.  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin 
NURDIN AMBO DALLE tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain. 
Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi 
terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, 
tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY 
EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA 
PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, 
diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan 
karena kejadian yang telah dialaminya, yang menimbulkan trauma 
mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan tidak 
aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di 
lingkungan Pondok Pesantren; 
Menimbang, bahwa Saksi a de charge yang diajukan oleh 
Terdakwa yakni K. H. AMRULLAH HUSAIN Bin H. HUSAIN HAMZAH 
selaku Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng di 
persidangan menerangkan bahwa Saksi pernah meminta kepada para 
Santri yang mengaku sebagai korban dari Terdakwa agar berkata jujur, 
lalu Saksi menyuruh mereka tanpa ada paksaan, tekanan, atau 
ancaman untuk menulis di kertas apabila benar telah disodomi 
dilengkapi dengan nama-nama mereka. Dan hasilnya hanya 1  (satu) 
orang yang mengaku disodomi yaitu SYAMSUL GUNAWAN 
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sedangkan selebihnya menulis “tidak”, sebagaimana surat yang 
terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 
tertanggal 18 Oktober 2014; 
Menimbang, bahwa selain itu keterangan Saksi SYAMSUL 
GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE didukung oleh keterangan 
Saksi lainnya yakni Saksi KING ABDUL AZIS yang menyatakan 
pernah melihat Saksi SYAMSUL GUNAWAN dipanggil ke Kantor 
Terdakwa setelah shalat subuh, namun Saksi SYAMSUL GUNAWAN 
tidak menceritakan apapun dan hanya mengatakan bahwa harga 
dirinya sudah dilukai;  
Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Visum Et 
Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014, yang 
dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter 
Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. 
Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi SYAMSUL GUNAWAN 
Bin NURDIN AMBO DALLE, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak 
ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada Regio Anak (daerah 
anus), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja terjadi 
mengingat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya peristiwa 
sodomi yang dialami oleh Saksi yakni pada saat Saksi duduk di 
bangku kelas 2 Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar 
pertengahan tahun 2013 dan pada malam sebelum Pemilihan Umum 
Legislatif tahun 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, dengan waktu 
pemeriksaan terhadap diri Saksi yang dituangkan dalam Visum Et 
Refertum pada tanggal 9 Oktober 2014, selain itu, anus tidak dapat 
dipersamakan dengan vagina yang mengalami kekerasan sebab pada 
vagina terdapat selaput darah yang akan meninggalkan bekas robekan 
meski kekerasan telah lama terjadi sedangkan pada anus sulit robek 
karena elastisitas otot spincter yang bisa mengakomodir penetrasi 
benda yang jauh lebih besar dan tidak sampai robek atau luka, 
sehingga hasil Visum Et Refertum tersebut tidak dapat dijadikan dasar 
untuk menyatakan keterangan Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin 
NURDIN AMBO DALLE tidak benar dan tidak pernah terjadi peristiwa 
sodomi terhadap dirinya Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim 
akan menghubungkannya keterangan Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. 
MUH. BASIR tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain.  
Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, tanggal 6 November 2014, 
yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., 
M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga 
Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi 
psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah 
109 
 
dialaminya, kondisi ini menimbulkan rasa takut, cemas yang mendalam 
sehingga motivasi belajar menurun dan perasaan tidak aman yang 
seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan 
Pondok Pesantren; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi KING 
ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR tersebut dengan menyatakan hampir 
semua keterangan Saksi tidak benar, yang benar hanya Terdakwa 
pernah menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa, akan tetapi 
pada saat memberikan keterangan, Terdakwa bahkan membantah 
pernah menyuruh Saksi untuk memijit betisnya dengan menyatakan 
bahwa “hanya beberapa orang Santri yang pernah memijit betis 
Terdakwa, yakni SYAMSUL GUNAWAN di teras rumah sekitar tahun 
2014 sebanyak 1 (satu) kali, dan PURNAWAN juga pernah dipanggil 
oleh Ustadz ILYAS untuk memijit Terdakwa bersama dengan Ustadz 
ILYAS di kamarnya Ustadz ILYAS sebanyak 2 (dua) kali” akan tetapi 
keterangan Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR juga 
didukung oleh keterangan Saksi lainnya yakni Saksi AIDIL AKBAR 
alias IDUL Bin JAMALUDDIN yang menyatakan pernah memanggil 
KING ABDUL AZIS pada suatu sore hari untuk ke rumah Terdakwa;  
Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Visum Et 
Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, 
yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter 
Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. 
Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. 
MUH BASRI, diketahui dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya 
tanda-tanda kekerasan pada daerah mulut, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa hal tersebut bisa saja terjadi mengingat Saksi sendiri mengaku 
sempat mengisap alat kelamin Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kali, 
dan selanjutnya Saksi kembali duduk dan mengatakan tidak sanggup 
melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, sehingga hasil 
Visum Et Refertum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk 
menyatakan keterangan Saksi KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR 
tidak benar dan tidak pernah terjadi peristiwa oral seks terhadap 
dirinya. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA 
Bin IBRAHIM tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain.  
Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, tanggal 21 Oktober 
2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, 
S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA 
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Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui 
bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena 
kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma 
mendalam, rasa takut, motivasi belajar kurang dan perasaan yang 
tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di 
lingkungan Pondok Pesantren; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi 
PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, A.Ma. tersebut dengan 
menyatakan hampir semua keterangan Saksi tidak benar dan 
Terdakwa menyatakan keberatan, yang benar hanya Terdakwa pernah 
satu kali menyuruh Saksi untuk memijit betis Terdakwa dimana saat itu 
Ustadz ILYAS ada bersama mereka, dan Saksi tidak pernah memijit 
Terdakwa di rumah dinas Terdakwa,akan tetapi pada saat memberikan 
keterangan, Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Saksi PURNAWAN 
pernah dipanggil oleh Ustadz ILYAS untuk memijit Terdakwa bersama 
dengan Ustadz ILYAS di kamarnya Ustadz ILYAS sebanyak 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR 
tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain.  
Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
MUH. ASRAN A.R., tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda 
tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli 
Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan 
Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi 
dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, 
kondisi ini menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan, rasa takut 
dan rasa berbeda dari teman-temannya serta perasaan tidak aman 
yang seringkali membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan 
Pondok Pesantren. 
Menimbang, bahwa keterangan Saksi MUH. ASRAN Bin ASKAR 
tersebut didukung oleh keterangan Saksi AHMAD KAMIL Bin 
SYAMSUL JAFAR yang menyatakan bahwa Saksi dan MUH. ASRAN 
pernah dibangunkan oleh Ustadz ILYAS dan disuruh ke rumah 
Terdakwa, dan di sana Saksi dan MUH. ASRAN memijit kaki Terdakwa 
yang mana Saksi memijit kaki kiri Terdakwa sedangkan MUH. ASRAN 
memijit kaki kanan Terdakwa, dan ketika Terdakwa tertidur, Saksi dan 
MUH. ASRAN juga tidur di sisi Terdakwa yang mana saat itu Saksi 
berada di tengah-tengah antara Terdakwa dan MUH. ASRAN, dan saat 
adzan subuh berkumandang, Terdakwa membangunkan Saksi dan 
menyuruh Saksi pulang ke pondok sedangkan MUH. ASRAN tetap 
tinggal disana berdua dengan Terdakwa. Saksi AHMAD KAMIL juga 
menerangkan bahwa pada hari itu, Saksi shalat subuh di masjid 
111 
 
Pondok Pesantren, sedangkan Terdakwa dan MUH. ASRAN tidak 
datang ke masjid untuk menunaikan shalat subuh. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN 
tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain.  
Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., 
Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan 
Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi 
dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, 
kondisi ini menimbulkan rasa takut, motivasi belajar kurang dan 
perasaan tidak aman yang seringkali membatasinya untuk melakukan 
aktifitas di lingkungan Pondok Pesantren. 
Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi 
ISMAIL Bin SYAMSUDDIN tersebut dengan menyatakan semua 
keterangan Saksi tidak benar, akan tetapi Majelis Hakim menilai 
rentetan peristiwa yang diterangkan oleh Saksi mulai dari awal ketika 
pada sore hari sebelum malam terjadinya peristiwa tersebut, setelah 
menunaikan shalat ashar, Saksi yang saat itu berada di kamar 
Pembina bersama dengan Ustadz SUAIB, dipanggil oleh seorang 
Pembina yakni Ustadz JAMAL, yang mengatakan bahwa Terdakwa 
memanggil Saksi dan akan diajak ke Makassar karena keesokan 
harinya Terdakwa akan berkhutbah Idul Fitri di Asrama Haji Sudiang 
Makassar, dan rencana akan menginap di Gedung LPTQ Kabupaten 
Gowa, lalu Saksi berangkat bersama Terdakwa dan seorang sopir 
dengan menggunakan mobil rental menuju ke Makassar dimana Saksi 
duduk sendiri di belakang sedangkan Terdakwa duduk di samping 
sopir, dan saat itu Saksi tiba di Gowa bertepatan dengan waktu 
berbuka puasa, sampai terjadinya peristiwa terhadap dirinya dan 
akhirnya setelah Terdakwa berkhutbah, Saksi dan Terdakwa kembali 
ke Bantaeng, bukanlah peristiwa yang dapat direkayasa sedemikian 
rupa oleh Saksi hanya demi membuktikan bahwa Terdakwa telah 
melakukan tindak pidana. Selain itu Terdakwa tidak dapat memberikan 
alibi untuk membantah keterangan Saksi tersebut baik dalam 
keterangannya maupun dalam Nota Pembelaannya.  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi JAYA KUSUMA WARDANA 
alias JAYA Bin DARMAWAN tersebut dengan Saksi lain serta alat 
bukti lain.  
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Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, tanggal 21 
Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO 
PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA 
PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, 
diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan tertekan 
karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma 
mendalam, rasa takut, dan perasaan yang tidak aman yang seringkali 
membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok 
Pesantren; 
Menimbang, bahwa keterangan Saksi JAYA KUSUMA WARDANA 
alias JAYA Bin DARMAWAN bersesuaian dengan keterangan Saksi M. 
ILYAS alias Ustadz ILYAS yang menyatakan pernah memanggil Saksi 
JAYA KUSUMA untuk memijit Terdakwa, selain itu Saksi KING ABDUL 
AZIS dalam keterangannya juga menyatakan pernah melihat di tahun 
2014 ini, namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, Saksi JAYA 
KUSUMA dipanggil ke Kantor Terdakwa mulai dari pukul 13.00 – 16.00 
Wita;  
Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Visum Et 
Refertum Nomor : 854/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, 
yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN S., SPB., Dokter 
Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. Dr. H. M. 
Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadap Saksi JAYA KUSUMA 
WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, diketahui dari hasil 
pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada 
daerah mulut, Majelis Hakim berpendapat hasil visum tersebut adalah 
logis mengingat Saksi sendiri mengaku Terdakwa sempat memaksa 
Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi, 
namun Saksi tetap menolak, sehingga saat itu Saksi hanya mengocok 
alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan saja dan 
Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya, sehingga tidak 
ditemukan tanda kekerasan pada daerah mulut karena yang digunakan 
saksi untuk mengocok kelamin Terdakwa adalah tangan, oleh 
karenanya hasil visum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk 
menyatakan keterangan Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA 
Bin DARMAWAN tidak benar adanya; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin 
RAHMAN tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain.  
Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, tanggal 21 Oktober 2014, 
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yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., 
M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga 
Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi 
psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah 
dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, 
motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali 
membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok 
Pesantren; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi 
ABDUL  GAFUR alias AFU Bin RAHMAN tersebut dengan menyatakan 
semua keterangan Saksi tidak benar, dan Terdakwa tidak pernah 
memanggil Saksi tersebut dan tidak pernah mengancam Saksi akan 
tetapi keterangan Saksi yang menyatakan “pada hari ke delapan, saat 
Saksi melihat kedatangan Ustadz ILYAS, Saksi langsung bersembunyi 
ke dalam lemari, dan oleh karena tidak menemukan Saksi, akhirnya 
HAEDAR yang dipanggil ke rumah Terdakwa, dan Saksi akhirnya 
tertidur di dalam lemari itu”, didukung oleh keterangan Saksi MUH. 
HAEDAR AKRAM Bin HASIRUDDIN yang menyatakan bahwa “Saksi 
dan ABDUL GAFUR pernah memijit Terdakwa yang mana Saksi duduk 
bersila di sisi kanan dan memijit kaki kanan Terdakwa, sedangkan 
ABDUL GAFUR duduk di sisi kiri dan memijit kaki kiri Terdakwa dan 
Saksi pernah melihat Ustadz ILYAS datang memanggil ABDUL 
GAFUR, namun ABDUL GAFUR langsung lari bersembunyi ke dalam 
lemari; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi KHAERUL AKBAR Bin 
ARIFUDDIN tersebut dengan Saksi lain serta alat bukti lain. 
Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, tanggal 21 Oktober 2014, yang 
dibuat dan ditanda tangani oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., 
Psikolog., Ahli Psikologi pada WIDYA PRASTHYA Lembaga 
Pengembangan Psikologi Terapan Makassar, diketahui bahwa kondisi 
psikologis Saksi dalam keadaan tertekan karena kejadian yang telah 
dialaminya, kondisi ini menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, 
motivasi belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang seringkali 
membatasinya untuk melakukan aktifitas di lingkungan Pondok 
Pesantren;   
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
menghubungkannya keterangan Saksi RIDWAN Bin BUSRA tersebut 
dengan Saksi lain serta alat bukti lain. 
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Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi 
RIDWAN, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani 
oleh LENY EKO PRIHATI, S.Psi., M.Pd., Psikolog., Ahli Psikologi pada 
WIDYA PRASTHYA Lembaga Pengembangan Psikologi Terapan 
Makassar, diketahui bahwa kondisi psikologis Saksi dalam keadaan 
tertekan karena kejadian yang telah dialaminya, kondisi ini 
menimbulkan perasaan cemas yang mendalam, rasa takut, motivasi 
belajar kurang dan perasaan yang tidak aman yang Menimbang, 
bahwa keterangan para Saksi Korban di atas, telah dibantah secara 
tegas oleh Terdakwa di persidangan khususnya mengenai perbuatan 
mengelus paha, mengocok, mengisap/mengulum alat kelamin, dan 
memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam anus/dubur Saksi 
SYAMSUL GUNAWAN, namun ada sebagian yang dibenarkan yakni 
Terdakwa pernah menyuruh beberapa Santri untuk memijit betis 
Terdakwa;  
Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi SYAMSUL 
GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING ABDUL AZIS, 
Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, Saksi MUH. 
ASRAN A.R., Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA 
WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi KHAERUL AKBAR Bin 
ARIFUDDIN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan 
Saksi RIDWAN Bin BUSRA, dihubungkan dengan keterangan saksi a 
de charge K. H. AMRULLAH HUSAIN Bin H. HUSAIN HAMZAH, maka 
terdapat persesuaian diantara keterangan para Saksi tersebut, yaitu 
hanya saksi SYAMSUL GUNAWAN, yang disodomi sedangkan yang 
lain tidak disodomi, dan dengan adanya surat yang terlampir dalam 
Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 
2014, justru menjadi sebuah petunjuk bahwa yang dialami oleh para 
Korban adalah benar, karena yang dimaksud dengan sodomi adalah 
“pencabulan dengan sesame jenis kelamin atau dengan binatang, 
menyetubuhi melalui anal atau anus”, dan hal tersebut telah dialami 
oleh saksi SYAMSUL GUNAWAN yang menerangkan bahwa 
Terdakwa menyuruh saksi membuka celana lalu saksi disuruh 
berbaring dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa menindih saksi 
dari belakang, dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya 
pada dubur saksi, sehingga saksi merasakan sakit pada area dubur 
saksi. sedangkan pengertian perbuatan cabul adalah segala macam 
wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang 
dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat 
kelamin atau bagian tubuh lainya yang dapat merangsang nafsu 
seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau 
vagina. Dan yang dialami oleh saksi PURNAWAN DWI AHMADANA 
Bin IBRAHIM, Saksi KING ABDUL AZIS, Saksi MUH. ASRAN A.R., 
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Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA 
alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi KHAERUL AKBAR Bin 
ARIFUDDIN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan 
Saksi RIDWAN Bin BUSRA hanyalah mengelus paha, mengocok alat 
kelamin dan juga mengisap alat kelamin Terdakwa, dimana perbuatan 
tersebut tergolong dalam pengertian perbuatan cabul, bukan sodomi; 
Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pengertian 
antara sodomi dengan perbuatan cabul, namun menurut hemat Majelis 
Hakim, perbuatan sodomi adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan 
cabul karena berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh 
lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual seseorang;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Psikologis, yang dibuat 
dan ditanda tangani oleh HARLINA HAMID, S.Psi., M.Si., M.Psi., 
Psikolog., Psikolog Pemeriksa yang melakukan 
assesmen/pemeriksaan terhadap Terdakwa H. SAHARUDDIN R. pada 
tanggal 27 – 28 Oktober 2014, diketahui bahwa Terdakwa memiliki 
kepribadian yang labil dan memiliki kecenderungan seksualitas dan 
agresifitas yang tinggi. Disisi lain, Terdakwa memiliki kemampuan 
untuk mempengaruhi orang lain dan menarik perhatian orang, hal ini 
membuatnya mudah mendapatkan penerimaan, namun pada dasarnya 
Terdakwa kurang memiliki kepedulian terhadap apa yang dirasakan 
orang lain. Hal ini membuat Terdakwa berpotensi untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pribadi orang lain; 
Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Terdakwa 
telah mengajukan saksi a de charge yakni K. H. AMRULLAH HUSAIN 
Bin HUSAIN HAMZAH, Drs. A. HAFID Bin H. BANNA, SYAHRIR, 
S.Pd. Bin H. JADDA, AHMAD YANI, S.Pd.I. Bin TUHA, ABDUL HARIS, 
Lc. Bin M. NURDIN, dan Drs. H. JAMALUDDIN Bin SONRONG, dan 
juga mendasarkan pada bukti surat berupa Surat Pernyataan 
Pencabutan Laporan Polisi yang telah ditanda tangani oleh Saksi 
PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA 
KUSUMA, Saksi AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN 
A.R., dan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi yang tidak 
ditandatangani oleh Saksi KHAERUL AKBAR namun telah 
ditandatangani oleh Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR dan Drs. A. 
HAFID serta diketahui oleh Lurah Lamalaka, HASANUDDIN, S.Sos.. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi a de 
charge maupun keterangan para Saksi Korban di persidangan yang 
saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta bahwa 
Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tersebut dibuat pada 
tanggal 4 Oktober 2014, sedangkan laporan Polisi dari para Saksi 
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Korban adalah tertanggal 2 Oktober 2014 (vide BAP penyidik), hal ini 
menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi 
baru dibuat setelah para Saksi Korban membuat laporan Polisi. 
Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah: “mengapa Surat 
Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tersebut dibuat kemudian 
ditanda tangani oleh Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi 
AIDIL AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN, sementara para 
Saksi Korban tersebut sendiri yang sudah melaporkan Terdakwa 
kepada pihak Kepolisian?”; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAYA KUSUMA 
WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi ABDUL GAFUR alias 
AFU Bin RAHMAN, Saksi RIDWAN Bin BUSRA dan juga keterangan 
Saksi a de charge yakni Drs. A. HAFID Bin H. BANNA, SYAHRIR, 
S.Pd. Bin H. JADDA, AHMAD YANI, S.Pd.I. Bin TUHA, dan Drs. H. 
JAMALUDDIN Bin SONRONG yang saling bersesuaian satu dengan 
lainnya.  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat 
diketahui Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 4 
Oktober 2014 telah ditanda tangani oleh Saksi PURNAWAN DWI 
AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi AIDIL 
AKBAR, Saksi RIDWAN, Saksi MUH. ASRAN A.R., dan Surat 
Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 6 September 2014 
yang tidak ditandatangani oleh Saksi KHAERUL AKBAR namun telah 
ditandatangani oleh saksi a de charge in casu Drs. H. JAMALUDDIN, 
SYAHRIR dan Drs. A. HAFID serta diketahui oleh Lurah Lamalaka, 
HASANUDDIN, S.Sos. dengan tujuan agar surat tersebut bisa 
dijadikan sebagai dasar untuk mencabut laporan polisi para Saksi 
Korban atas diri Terdakwa, dan mencari jalan tengah (damai) dengan 3 
syarat, yakni: 1). Terdakwa harus keluar dari DDI Mattoangin, 2). 3 
(tiga) orang Santri yang dikeluarkan kembali dapat bersekolah di DDI, 
dan 3). seluruh Santri kelas 3 (tiga) harus diluluskan termasuk ketiga 
Santri yang telah dikeluarkan sebelumnya, dapat dipenuhi oleh pihak 
Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng, akan tetapi pihak 
Pondok Pesantren yang mencoba menjadi penengah antara para 
Saksi Korban dengan Terdakwa, tidak bisa menyanggupi syarat ketiga 
yang meminta jaminan kelulusan bagi semua Santri kelas 3 (tiga), 
sehingga karena tuntutan para Saksi Korban tidak bisa dipenuhi 
semua, maka Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. 
GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, dan Saksi MUH. 
ASRAN A.R., yang sudah menanda tangani surat pernyataan tersebut, 
dengan tegas di depan persidangan mencabut pernyataan mereka 
dalam surat pernyataan itu, kecuali saksi AIDIL AKBAR, akan tetapi 
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surat pernyataan tersebut tidak berarti bahwa perbuatan Terdakwa 
terhadap para Saksi Korban adalah tidak benar, hanya saja jika 3 (tiga) 
syarat yang diajukan dipenuhi, maka para Saksi Korban akan 
melupakan (tidak mengungkit lagi) apa yang telah diperbuat Terdakwa 
terhadap para Saksi Korban; 
Menimbang, bahwa keterangan Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL Bin 
JAMALUDDIN tersebut telah dikonfrontir dengan menghadirkan 
Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi 
tersebut untuk didengar keterangannya sebagai Saksi Verbalisan 
yakni: Saksi BRIGPOL HAERUL IHSAN, Saksi BRIGPOL INDRA 
GUNAWAN, dan Saksi BRIGPOL ROSLINA, yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap AIDIL 
AKBAR, tidak ada yang melakukan pemaksaan, bujukan maupun 
penekanan terhadap AIDIL AKBAR dan setelah menginterogasi AIDIL 
AKBAR, Penyidik kemudian menuangkannya dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Saksi, dan sebelum bertanda tangan, Penyidik menyuruh 
AIDIL AKBAR untuk membaca keterangannya terlebih dahulu, dan 
saat itu AIDIL AKBAR membaca sendiri kemudian menandatangani 
Berita Acara Pemeriksaan tersebut, selain itu Saksi AIDIL AKBAR alias 
IDUL sendiri mengakui bahwa JAYA KUSUMA dan PURNAWAN 
pernah bertanya kepada Saksi tentang apa saja yang dilakukan 
Terdakwa terhadap Saksi apabila dipanggil untuk memijit, yang mana 
saat itu JAYA KUSUMA dan PURNAWAN menceritakan bahwa 
mereka pernah disuruh memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga 
Saksi juga mengaku pernah memegang alat kelamin Terdakwa namun 
tidak benar adanya dan hanya sebagai candaan (dalam pembelaan 
disebut sebagai lucu-lucuan) saja dengan teman-teman Saksi tersebut, 
akan tetapi Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan Saksi AIDIL 
AKBAR alias IDUL di persidangan tersebut yang menyatakan bahwa 
keterangannya di Penyidik hanyalah sebagai bahan candaan (lucu-
lucuan) dan hanya karena sebagai bentuk solidaritas semata adalah 
tidak logis sebab Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL mengetahui dampak 
dari keterangan yang diberikan di Penyidik bisa berakibat pada 
tercemarnya nama baik Terdakwa yang dikenal sebagai tokoh 
masyarakat, hal mana juga diterangkan oleh Saksi Verbalisan 
BRIGPOL HAERUL IHSAN yang mengingatkan kepada semua Saksi 
Korban termasuk Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL sebelum memeriksa 
mereka, agar mempertimbangkan kembali keterangan para Saksi yang 
memberatkan Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah guru para Saksi, 
namun para Saksi Korban tetap dengan keterangan mereka sesuai 
dengan apa yang diperbuat Terdakwa terhadap para Saksi Korban. 
Disamping itu apabila Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL mengatakan 
bahwa tuduhan yang dilontarkan olehnya bersama teman-temannya 
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adalah hanya sebagai bahan candaan, hal tersebut juga tidak 
beralasan sebab posisi Terdakwa dengan Saksi AIDIL AKBAR alias 
IDUL tidak sama karena Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL adalah Santri 
sedangkan Terdakwa adalah Guru dan Pimpinan di tempat Saksi 
AIDIL AKBAR alias IDUL bersekolah, bukan sesame Santri atau 
sesama Guru, terlebih karena Terdakwa merupakan tokoh yang 
disegani, dihormati bahkan ditakuti oleh para Santri maupun para Guru 
di Pondok Pesantren DDI Mattoangin, sebagaimana yang diterangkan 
oleh para Saksi meringankan (Saksi a de charge); 
Menimbang, bahwa karena pencabutan BAP Saksi AIDIL AKBAR 
alias IDUL di persidangan, dan pembenaran atas Surat Pernyataan 
Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat tanggal 4 Oktober 2014 adalah 
tidak logis dan tidak berdasar, maka Majelis Hakim tetap menjadikan 
BAP Saksi AIDIL AKBAR alias IDUL sebagai salah satu alat bukti yang 
sah, dan juga dengan keterangan Saksi PURNAWAN DWI 
AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi 
RIDWAN, dan Saksi MUH. ASRAN A.R. serta para Saksi a de charge 
di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa atas 
semua keterangan Saksi Korban dengan mendasarkan pada Surat 
Pernyataan Pencabutan Laporan tertanggal 4 Oktober 2014 yang 
ditanda tangani oleh Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD 
. GAFUR, Saksi JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, dan Saksi MUH. 
ASRAN A.R. adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan 
dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta 
hukum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 
dihubungkan dengan pengertian sub-sub unsur tersebut di atas.  
Menimbang, bahwa selain fakta yang terurai di atas, fakta lain yang 
tidak terbantahkan bahwa Terdakwa H. SAHARUDDIN R. S.Ag., M.Si., 
Bin RUPI selaku Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren DDI 
Mattoangin Bantaeng dikenal sebagai sosok pemimpin yang disegani 
bahkan cenderung ditakuti bukan hanya oleh para Santri tetapi juga 
oleh kalangan Guru dan Pembina Pondok Pesantren DDI Mattoangin 
Bantaeng dan para Santri di Pondok Pesantren DDI Mattoangin 
Bantaeng memang biasa diminta untuk memijit Terdakwa maupun 
Guru dan Pembina yang lain yang meminta untuk dipijit, bahkan 
terkadang para Santri yang menawarkan diri untuk memijit Guru atau 
Pembina mereka, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa 
atas keterangan para Saksi yang mengaku pernah memijit Terdakwa 
dan mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa maupun keterangan 
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para Saksi yang mengaku hanya memijit Terdakwa dan tidak 
mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa, sebagai bukti ketidakjujuran 
Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan, selain itu 
berdasarkan Laporan Psikologis Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa 
memiliki kepribadian yang labil dan memiliki kecenderungan 
seksualitas dan agrefitas yang tinggi. Disisi lain, Terdakwa memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan menarik perhatian 
orang, hal ini membuatnya mudah mendapatkan penerimaan, namun 
pada dasarnya Terdakwa kurang memiliki kepedulian terhadap apa 
yang dirasakan orang lain. Hal ini membuat Terdakwa berpotensi untuk 
melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pribadi orang 
lain, sehingga dapat diketahui penyebab para Saksi korban mau 
melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan cukup 
beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bantahan Terdakwa 
tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;  
Menimbang, bahwa oleh karena sub-sub unsur dari unsur kedua ini 
telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa terhadap Saksi SYAMSUL 
GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING ABDUL AZIS Bin 
H. MUH. BASIR, Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, 
A.Ma., Saksi MUH. ASRAN AR., Saksi ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, 
Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, Saksi 
ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, dan Saksi KHAERUL 
AKBAR Bin ARIFUDDIN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah terpenuhi dalam 
perbuatan Terdakwa.  
 
Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; 
Menimbang, bahwa syarat agar beberapa perbuatan yang masing-
masing merupakan tindak pidana tersebut dapat dipandang sebagai 
perbuatan yang diteruskan atau berlanjut adalah: 
 Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau satu 
kehendak atau satu keputusan; 
 Masing-masing perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut 
harus merupakan tindak pidana yang sejenis; 
 Waktu antara dilakukannya perbuatan yang satu dengan 
perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah 
diuraikan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 
Saksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, Saksi KING 
ABDUL AZIS Bin H. MUH. BASIR, Saksi PURNAWAN DWI 
AHMADANA Bin IBRAHIM,A.Ma., Saksi MUH. ASRAN AR., Saksi 
ISMAIL Bin SYAMSUDDIN, Saksi JAYA KUSUMA WARDANA alias 
JAYA Bin DARMAWAN, Saksi ABDUL GAFUR alias AFU Bin 
RAHMAN, dan Saksi KHAERUL AKBAR Bin ARIFUDDIN, timbul dari 
satu kehendak dari Terdakwa, merupakan tindak pidana yang sejenis 
yakni perbuatan cabul, dan waktu antara dilakukannya perbuatan yang 
satu dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama yakni dalam kurun 
waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bahkan terhadap Saksi 
ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN dilakukan selama 7 (tujuh) 
hari berturut-turut; 
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 
bahwa unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini 
telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang mengikutinya telah 
terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ”setiap 
orang” sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terpenuhi pula dalam 
perbuatan Terdakwa; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka 
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan alternatif Pertama; 
Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pleidoi) yang 
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.  
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh 
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang 
dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu 
bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas 
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tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan kepada Terdakwa 
harus dijatuhi pidana; 
Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku 
diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa 
selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan 
ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti 
dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan 
di bawah ini; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu 
ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
Persidangan berupa : 
 
1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara PURNAWAN DWI 
AHMADANA dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, 
SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka 
HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014; 
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara ABD. GAFUR dan 
ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., 
Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. 
S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014; 
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara JAYA KUSUMA dan 
ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., 
Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. 
S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014; 
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara AIDIL AKBAR dan 
ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., 
Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. 
S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014; 
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN dan 
ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., 
Drs. A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. 
S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014; 
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6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara MUH. ASRAN A.R 
dan ditanda tangani saksi Drs. H. JAMALUDDIN, SYAHRIR, 
S.Pd., Drs.  A. HAFID dan diketahui Lurah Lamalaka 
HASANUDDIN. S.Sos. pada tanggal 04 Oktober 2014;  
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani 
oleh saudara KHAERUL AKBAR dan telah ditanda tangani oleh 
saksi Drs. H.JAMALUDDIN, SYAHRIR, S.Pd., Drs. A. HAFID 
dan diketahui Lurah Lamalaka HASANUDDIN. S.Sos. pada 
tanggal 06 September 2014; 
merupakan barang bukti yang kebenarannya telah dibantah oleh 
Saksi PURNAWAN DWI AHMADANA, Saksi ABD. GAFUR, Saksi 
JAYA KUSUMA, Saksi RIDWAN, dan Saksi MUH. ASRAN A.R, 
namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut erat kaitannya 
dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti 
tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; 
Keadaan yang memberatkan: 
 Terdakwa sebagai panutan tidak memberi contoh yang baik 
bagi warga Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng; 
 Perbuatan Terdakwa membawa dampak negatif bagi 
Pondok Pesantren DDI MattoanginBantaeng; 
 Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap para santrinya 
sendiri, yang seharusnya para santri tersebut mendapat 
perlindungan dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa 
bertentangan dengan program perlindungan anak; 
 Terdakwa berbelit-berbelit dalam memberikan keterangan di 
persidangan; 
Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa belum pernah dihukum; 
 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan 
memiliki anak yang masih bayi yang membutuhkan kasih 
sayang Terdakwa sebagai seorang ayah; 
 Terdakwa telah memberikan kontribusi dalam memajukan 
Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng; 
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka 





2. Analisis Penulis 
 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus  
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk 
memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, 
tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam 
rangka memaksimalkan tujuan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan. 
Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di 
dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pemidanaan) dan di dalam 
putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. 
 
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana 
jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim 
harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti 
dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang 
terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, 
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kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang 
terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk 
mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan 
alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan 
keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan 
bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan 
hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari: 
a) Sisi pelaku kejahatan 
b) Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban) 
c) Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya 
 Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis mel 
akukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri 
Bantaeng yang menangani perkara ini, yaitu Hakim Ketua Somadi, S.H. 
pada tanggal 10 maret 2017 untuk mengetahui apa yang menjadi 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa. Beliau memberikan gambaran secara umum 
terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa: 
 
Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus 
mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para 
saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dan sebagainya. Semua itu 
membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian 
dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat 
memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa 




Dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa H. 
SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI bersalah dan terbukti melakukan 
tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap korban GUNAWAN 
SYAMSUL Bin NURDIN AMBO DALLE, KING ABDUL AZIS Bin H. MUH. 
BASIR, PURNAWAN DWI AHMADANA Bin IBRAHIM, MUH. ASRAN Bin 
ASKAR, JAYA KUSUMA WARDANA alias JAYA Bin DARMAWAN, 
ABDUL GAFUR alias AFU Bin RAHMAN, KHAERUL AKBAR Bin 
ARIFUDDIN, RIDWAN Bin BUSRA, AIDIL AKBAR alias IDUL Bin 
JAMALUDDIN. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana 
pencabulan secara berlanjut terhadap anak telah terpenuhi disertai 
dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, 
maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, 
maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara 
berlanjut terhadap anak dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 82 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) 
KUHP. 
Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi 
pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum menuntut 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan 
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putusan hakim adalah 7(tujuh) tahun penjara. Adapun pertimbangan 
hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
adalah terdapat hal-hal yang meringankan. 
 Hakim  Pengadilan Negeri Bantaeng, Somadi, S.H menjelaskan 
bahwa: 
Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang 
menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang 
diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat 
meringankan yang didapatkan selama persidangan.  
 
Berdasarkan  analisis  penulis  serta  wawancara  dengan  
narasumber yang berkompeten dalam perkara ini, maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  
terhadap terdakwa, kurang  tepat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang  
menuntut 10 (sepuluh) tahun menurut penulis sudah sesuai dengan  
perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan secara  
berlanjut terhadap anak. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh)  
tahun terhadap terdakwa tidak memberikan rasa keadilan bagi para 
korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa 
malu akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat 
dari kesimpulan hasil Visum Et Repertum para korban dari RSUD Prof. Dr. 
H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang menyatakan bahwa para korban 
mengalami gangguan psikis saat menceritakan peristiwa pencabulan yang 
dialaminya. Serta tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa H. 
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SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI ini sangat meresahkan 
masyarakat sekitar. Menurut penulis, penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa ini tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan 
agar tindak pidana pencabulan dapat berkurang di kemudian hari. Selain 
itu, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan alasan pemberatan pidana 
pada Pasal 64 ayat 1 karena tindak pidana tersebut dilakukan secara 
berlanjut dan dalam Pasal 64 ayat 1 dijelaskan bahwa jika antara 
beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa. Perbuatan terdakwa 





























Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan  
pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik  
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim 
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut 
terhadap anak yang menyatakan terdakwa H. 
SAHARUDDIN R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 
sudah tepat. Hal itu sesuai dengan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di 
persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum berupa keterangan saksi-saksi yang saling 
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bersesuaian hasil Visum Et Repertum dan keterangan 
terdakwa.   Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan 
rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung-
jawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan secara 
berlanjut terhadap anak kurang tepat. Majelis Hakim 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SAHARUDDIN 
R., S.Ag., M.Si. Bin RUPI dengan pidana penjara selama 7 
(tahun) tahun ini tidak memberikan rasa keadilan bagi 
korban dan keluarga korban dimana korban mengalami 
trauma psikis dan rasa malu akibat peristiwa pencabulan ini 
serta tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek 
pencegahan agar tidak terulang di kemudian hari . Majelis 
Hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 64 ayat 1 
KUHP perbuatan terdakwa yang dilakukan secara 




Adapun  saran  yang  dapat  penulis  berikan  sehubungan 
dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik 
kesusilaan dalam hal ini anak sebagai korban 
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pencabulan, hakim harus mampu memberikan efek jera, 
baik bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali  
perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat 
agar takut melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 
anak dibawah umur serta ikut bertanggungjawab terhadap 
dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan 
anak. 
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya 
tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja 
tetapi juga perlu difikirkan sejauh mana dampak 
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